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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN UKL-UPL
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dewi Santie
dewihutbun82:email.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelayanan
Perijinan Dokumen (AMDAL dan UKL UPL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
teknik purposive. Metode pengambilan data yaitu dengan metode wawancara untuk
mendapat informasi dari berbagai informan terpilih dari Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku
usaha vang mengurus Izin Lingkungan, Menggunakan sumber data sekunder dan data primer
melalui wawancara ke beberapa informan terpilih yang memiliki kaitan dalam proses
perijinan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelayanan dokumen
(AMDAL dan UKL-UPL) sampai keluarnya Izin Lingkungan cukup efektif, faktor yang
menghambat bukan dari internal Dinas Lingkungan Hidup (SDM, Struktur Organisasi),
melainkan dari pihak pelaku usaha yang mengurus terkait kelengkapan dalam memenuhi
dokumen dan data-data kelengkapan administrasi, serta dana. Faktor penunjang yang
diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perijinan di Dinas Lingkungan Hidup
antara lain dana/ anggaran untuk pelatihan SDM, sarana dan prasarana seperti aula
pertemuan, meja-kursi, komputer, alat tulis kantor (ATK), sound sistem, ruang penyimpanan
dokumen. Hal-hal yang pertu dilakukan adalah terpenuhinya laboratorium yang terakreditasi,
penyelesaian sekaligus pengajuan draf Peraturan Bupati untuk penentuan substansi jenis
kegiatan/usaha dalam pengurusan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL serta peningkatan
koordinasi antar instansi, ke provinsi bahkan pusat.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Perijinan
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ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF DOCUMENT LICENSING SERVICES (AMDAL AND
UKL_UPL) IN THE ENYIRONMENTAL SERVICE OF EAST BARITO REGENCY,
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

Dewi Santie
dewihutbun82¢ppmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This research attempts to know and analyze the Effectiveness of Document Licensing
Services (AMDAL and UKL _UPL) in the Environmental Service of East Barito Regency,
Central Kalimantan Province. This research is a qualitative research with a purposive
technique. The method of data collection is the interview method to get information from
various selected informants from the Environmental Service and business actors who manage
Environmental Lizensy. Using secondary data and primary data sources through interviews
with selected informants who have links in the environmental licensing process. The results
of the research show that the document service process (AMDAL and UKL-UPL) until the
issuance of the Environmental Permit is quite effective, the inhibiting factor is not from the
Environmental Office (Human Resuarce, Organizational Structure) internally, but from the
business actors who deal with the completeness in fulfilling the documents and administrative
completeness data, as well as funds. Supporting factors needed to improve the effectiveness
of licensing services in the Environmental Service include funds / budgets for Human
Resuarce training, facilities and infrastructure such as meeting halls, table-chairs, computers,
office stationery, sound systems, document storage rooms. The things that need to be done
are the fulfillment of an accredited laboratories, the completion and submission of draft
Regent Regulations for determining the substance of the type of activity / business in the
management of AMDAL and UKL-UPL Documents aswell as increasing coordination
between agencies, provinces and even centers.

Keyword : Effectiveness, Licensing Services
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Pembagian Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, merumuskan kebijjakan, menetapkan program kerja dan tata
kerja, menata administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup,
bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas, Pengawasan
dan pembinaan pelaksanaan tugas, Perumusan kebijakan teknis di bidang
lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati/pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Sekretaris yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola dan
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
Umum kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan perlengkapan di
Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris yang memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas, mengawasi, melaksanakan urusan
administrasi kepegawaian lingkup Dinas Lingkungan Hidup meliputi

layanan adminstrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43743.pdf
58

Kepangkatan (DU}, data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu,
tunjangan anak atau keluarga, ASKES, Taspen, Taperum, Pensiun,
membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijasah,
usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan penilaian angka
kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai,
membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaky,
membuat konsep pemberian izin nikah dan ccrai, membuat usulan
pemberhentian dan pengangkatan, perpindahan atau mutasi dalam
jabatan, melaksanakan pengelolaan saran kinerja pegawai (SKP) dan
melaporkan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Skerataris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur.,

b) Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan

Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris yang memiliki tugas pokok
merencanakan kegiatan Menyusun rencana kegiatan urusan perencanaan
dan perlengkapan, Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
dalam Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan
Limbah Berbahaya dan Beracun, Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJIMD
dan RKPD Kabupaten; penyusunan rencana stategis dan rencana kinerja
tahunan dengan RPJPD, RPJIMD dan RKPD; Melaksanakn penyusunan

rencanan strategis (RENSTRA) dan rencana Kinerja (RENJA) tahunan
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dari masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup; Menghimpun
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan,
membagi tugas, mengawasi dan melaporkan dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur,

¢) Sub Bagian Kcuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh scorang Kepala Sub
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Sekretaris yang memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan kegiatan administrasi  keuangan selaku  Pejabat
Penatausahaan kevangan, membagi tugas dan meneliti kelengkapan SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-1.S, verifikasi SPP, menyiapkan SPM
gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yvang ditetapkan sesuai,
mengawasi dan melaporkan, menyelenggarakan akuntansi keuangan
yang meliputi akutansi penerimaan kas, akutansi pengeluaran kas,
akutansi aset tetap dan akutansi selain kas, menyusun laporan realisasi
anggaran setiap bulan/triwulan, melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertangpung jawab kepada Skeretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur.
3. Bidang I, Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.
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Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas dalam mempersiapkan perumusan Kkebijakan teknis,
mengkoordinasikan kegiatan di bidang Tata Lingkungan, tugas pelayanan
administratif, penyusunan rencana kerja dan kegiatan secara terpadu.
Perumusan kerangka kebijaksanaan data dan informasi sumber daya alam;
Penyusunan dokumen RPPLH; Penentuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup; Penyusunan instrument e¢konomi lingkungan hidup;
Melakukan sosialisasi kepada pemaupgku kepentingan tentang RPPLH;
Penyusunan kajian lingkungan strategis kabupaten; Koordinasi penyusunan
instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; Perencanaan konservasi
keanekaragaman hayati; Serta melaporkan ke Kepala Dinas Lingkungan
Hidup.

a) Scksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Tata Lingkungan. Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan Inventarisasi
data dan informasi sumber daya alam; Penyusunan dokummen RPPLH,
Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RPPLH (Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); Pelaksanaan urusan pemuatan
RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM
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(Rencana Pembangunan jangka Menengah); Penentuan dan dan
penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan dan daya tampung
lingkungan hidup; Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi
lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif,
pendanaan lingkungan hidup); Pelaksanaan penyusunan NSDA dan LH;
Pelaksanaan penyusunan SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan
KLHS; Pelaksanaan kegiatan pemantauan pembinaan dan evaluasi
penyelenggaraan KLHS, serta bahan perencanaan program dan kebijakan
teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Inventarisasi
RPPLH dan KLHS dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Kagjian Dampak Lingkungan yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata
Lingkungan.

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan
program dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi rencana
kerja operasional, Penyusunan dan pelaksanaan urusan pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Melaksanakan
koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit
Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan SPPL});

Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup (Amdal,
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UKL-UPL dan SPPL); dan Melaksanakan penyusunan tim kajian
dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar
dan Konsultan). Pelaporan rencana teknis di bidang tata lingkungan; serta
pelaksanaan urusan pencegahan pcncemaran dan/atau  kerusakan
lingkungan hidup.
1} Jabatan Fungsional Umum Seksi Kajian Dampak Lingkungan :
Penclaah Dampak Lingkungan
a. Jabatan penelaah dampak lingkungan berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kajian Dampak
Lingkungan yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan
pengumpulan, pengklasifikasian, dan penclaahan untuk
menyimpulkan dan menyusun rekomendast serta menganalisa
obyek kerja terkait lingkungan hidup sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan
lancar.
b. Dalam melaksanakan tugas secbagimana dimaksud pada ayat
(1) jabatan penelaah dampak lingkungan mempunyai uraian
tugas yaitu : Mengetik rencana kerja anggaran dan petunjuk
teknis kegiatan seksi kajian dampak lingkungan hidup sesuai
dengan arahan atasan agar didapatkan hasil kerja yang benar.
Melaksanakan penyusunan bahan kegiatan  konsultasi/
koordinasi penyusunan instrumen dalam rangka pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL,
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UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup,
Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan SPPL).

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian/pemeriksaan
terhadap dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL
dan SPPL). Membuat susunan tim kajian dokumen
lingkungan hidup yang transparan sesuai dengan Kketentuan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Menyiapkan
bahan untuk proses izin lingkungan. Menyiapkan bahan dan
membuat Iaporan untuk kegiatan penerapan/pelaksanaan
dokumen lingkungan hidup oleh pemilik usaha/kegiatan yang
wajib memiliki dokumen lingkungan hidup.

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan :

a. Jabatan pengelola dokumen mengenai dampak lingkungan
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan yang memiliki
tugas untuk melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi
penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan terkait
dokumen mengenai dampak lingkungan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas

berjalan lancar.
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b.  Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat
(1) jabatan pengelola dokumen mengenai dampak lingkungan
mempunyai uraian tugas yaitu:

1) Membuat dan menyiapkan dokumen, surat menyurat
terkait kegiatan seksi kajian dampak lingkungan.

2) Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen
AMDAL, UKL-UPL, SPPL yang dimiliki oleh pelaku
usaha kegiatan.

3) Mencari data dan informasi terkait penyusunan
dokumen AMDAIL, UKL-UPL, SPPL sesuai dengan
arahan atasan agar tertaksananya penyusunan bahan yang
baik.

4) Mcmbuat laporan kegiatan dan berita acara hasil
kegiatan lapangan sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku agar tersedianya hasil kerja yang
benar.

5) Menerima dan menyimpan surat serta dokumen lainnya
sesuai prosedur yang berlaku dan ketentuan peraturan
perundang — undangan;

6) Menyusun dan mengarsipkan dalam file/odner berkas
sesuai dengan jenis dokumen kegiatan.

7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.
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¢) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Sub Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.
Kepala seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program dan kebijakan
teknis, pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perencanaan konservasi
keanekaragaman hayati, penetapan kebijakan dan pelaksanaan
konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan
keanekaragaman hayati serta pelaksanaan kegtatan yang
berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan hidup.

4, Bidang II, Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Bidang Kebersihan, Pengclolaan Sampah dan Limbah Berbahaya
dan Beracun dipimpin oleh Kepala bidang yang melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Timur. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas dalam persiapan perumusan kebijakan teknis, dan mengkoordinasikan
kegiatan dibidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup, tugas pelayanan administratif, penyusunan rencana kerja dan kegiatan
sccara terpadu. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengelola
kebersihan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
dan petunjuk teknis pengelolaan kebersihan, koordinasi dan kerjasama

dengan lembaga dan instansi lain tentang urusan pengelolaan kebersiban,
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penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, penetapan
target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun
waktu tertentu, perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah,
pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri,
pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu
diurai oleh proses alam, pembinaan dan penyedian fasilitas pendaur ulangan
sampah, koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan
akhir sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah,
penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah, pengawasan terhadap
tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping,
penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah,
pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan
badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
sampah, pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah,
perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), pelaksanaan
pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu
daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3,
pelaksanaan perizinan pengangkutan, penimbunan, Limbah B3 menggunakan
alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota,
pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis, dan pemantauan dan
pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan

penimbunan limbah B3.
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a) Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
Seksi Pengurangan Sampah dan Pemanfaatan Sampah, dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang
Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program
dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
kegiatan seksi.
b) Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Limbah B3
Seksi Pengawasan dan Pengelolaan limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun; Mempunyai tugas pokok dalam
penyiapan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis, pelaksanaan
kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan seksi.
¢) Seksi Penanganan dan Pengelolaan Sampah
Seksi Penanganan Sampah dan Pengelolaan Sampah, dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program
dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan

kegiatan seksi.
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5. Bidang III, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup dipimpin oleh Kepala bidang yang melaksanakan tugas nya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
dalam persiapan perumusan kebijakan teknis, dan mengkoordinasikan
kegiatan di bidang penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup, tugas pelayanan administratif, penyusunan rencana kerja dan kegiatan
secara terpadu Pelaksanaan pemantauvan kualitas air, pemantauan kualitas
udara, pemantauan kualitas tanah, pesisir dan laut, penentuan baku mutu
lingkungan, sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan),
pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; penanggulangan
pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber
pencemar institusi dan non institusi; pemulihan pencemaran (pembersihan,
remidiasi, rehabilitasi dan restorasi} sumber pencemar institust dan non
institusi, pcnentuan baku mutu sumber pencemar, pengembangan sistem
informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau Kkerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat,
penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan
non institusi, pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan
non institusi, pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
sumber pencemar institusi dan non institusi, penentuan kriteria baku
kerusakan lingkungan, pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan

(pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan
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lingkungan, dan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi
dan restorasi) kerusakan lingkungan.
a) Scksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan, dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Mempunyai tugas pokok
dalam penyiapan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis,
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan seksi.
b) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program
dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
kegiatan seksi.
c) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dipimpin oleh
seorang Kepala Sekst yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program
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dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
kegiatan seksi.

6. Bidang IV, Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup

Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasilas Lingkungan
Hidup dipimpin oleh Kepala bidang yang melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
dalam persiapan perumusan kebijakan teknis, dan mengkoordinasikan
kegiatan dibidang penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup, tugas pelayanan administratif, penyusunan rencana kerja dan kegiatan
secara terpadu. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan
dan penyelesaian pengaduan masyarakat, Fasilitasi penerimaan pengaduan
alas usaha atau kegiatan yang tidak sesual dengan izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penelaahan dan verifikasi alas
pengaduan, penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan,
bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut
pengaduan, penyelesaian scngketa lingkungan baik di luar pengadilan
maupun melalui pengadilan, sosialisasi tata cara pengaduan, pengembangan
sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat alas usaha atau kegiatan
vang tidak scsuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA (Masyarakat Hutan Adat) terkait

dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penetapan tanah
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ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA
terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, pembentukan panitia
pengakuan masyarakat hukum adat, penyusunan data dan informasi profil
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan kebijakan peningkatan
kapasitas, Penylapan sarpras, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan
pemberdayaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatithan, pengembangan
dan pendampingan, terhadap MHA (Masyarakat Hutan Adat), kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, penyusunan kebijakan
pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan
dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pengawasan
terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan, pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan, pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah, pembentukan tim koordinasi dan monitoring
penegakan hukum lingkungan, pelaksanaan penegakan hukum atas
pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyidikan
perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan
penanganan hukum pidana secara terpadu, melakukan Evaluasi terhadap
Kelengkapan perijinan Pelaku usaha kegiatan, melaksanakan dan

mengkoordinasikan kegiatan peningkatan peringkat Kinerja seperti PROPER
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atau bentuk yang lain, menyelenggarakan penyusunan SOP Perizinan
lingkungan, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis dibidang perizinan
dan pelaporan lingkungan hidup, pengumpulan bahan dan data tenang
pelaksanaan tugas perizinan dan pelaporan, menyelenggarakan kegiatan
perizinan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungang Hidup (PPLH ),
pengembangan matert diklat dan penyuluhan LH, pengembangan metode
diklat dan penyuluhan LH, dukungan program pembertan penghargaan
tingkat provinsi dan nasional.
a) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa Lingkungan
Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa [l.ingkungan,
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawah secara langsung kepada Kepala
Bidang Penaatan Hukumn dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program
dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
kegiatan seksi.
b) Seksi Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum
Seksi Evaluasi, Pertjinan dan Penegakan Hukum, dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang Penaatan
Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; Mempunyai
tupas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program dan kebijakan

teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan seksi.
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¢) Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang dalam pelaksanaan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala
Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program
dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
kegiatan seksi.

Sumber : (SK Bupati Kabupaten Banto Timur No. Tahun 2018 Tentang
Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur)
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B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banto Timur, yaitu dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif melalui olah data proses administrasi Dokumen
AMDAL dan UKL-UPL serta metode wawancara langsung ke Kepala Dinas
dan Bidang yang menangani masalah Izin Lingkungan, vaitu Bidang Tata
Lingkungan, Seksi Kajian Dampak Lingkungan serta Pelaku Usaha/ Jcnis
Kegiatan yang mengurus perijinan dokumen lingkungan di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Timur sampai dengan Tahun 2018. Dalam tahap ini,
pada saat pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

informan yang telah ditentukan.
Informasi yang dibuat adalah informasi yang didapat dan wawancara
informan terpilth, dengan alasan pihak bersangkutan yang mempunyai

informasi, memiliki wewenang, tugas dan fungsi, melayani di bidang

perijinan dokumen lingkungan. Selain informasi yang didapat dari Dinas
Lingkungan Hidup juga diperlukan informasi yang seimbang atau bersifat
netral, yaitu beberapa pelaku usaha yang sudah mengurus dokumen
lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup selama 2 {dua) tahun terakhir, yang
diwakili | (satu) dan pelaku usaha yang bergerak di perkebunan Sawit dan
satunya dari perusahaan Pertambangan Batubara. Untuk lebih rincinya di
bawah ini peneliti akan menguraikan data mengenai informan penelitian yang
memberikan penjelasan berupa data maupun informasi yang diperlukan pada

saat melaksanakan wawancara, antara lain :
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Tabel 4.2 Informan Penelitian
Nomer Dinas Lingkungan Hidup Keterangan
1. Kadis Sekaligus Ketua KPA
2, Kabid Tata Lingkungan Sekaligus  Sekretaris
KPA
3. Kepala Seksi Kajian Dampak | Sekaligus Ketua Tim
Lingkungan Sekretariat AMDAL

4. Stat  Seksi  Kajian  Dampak | I Orang PNS
Lingkungan/petugas/anggota Tim
Sekretariat KPA

Nomor Pelaku Usaha Keterangan

5. PT. Sawit Graha Manunggal {SGM) | Yang mengurus Izin
Lingkungan data 2
Tahun terakhir dari
Perusahaan

Perkebunan  kelapa
Sawit (2017)

6. PT. Senamas Energindo Mineral [ Yang mengurus lzin
Lingkungan data 2
(SEM) Tahun terakhir dari
Perusahaan

Pertambangan (2018)

Hasil dan wawancara serta olah data dengan melakukan inventarisir
Dokumen AMDAL dan UKL-UPL untuk proses administrasi dalam
pengajuan dokumen Izin Lingkungan, diperoleh hasil penelitian terkait
efektivitas pelayanan perijinan dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Efektivitas dan proses pelayanan perijinan Dokumen AMDAL dan
UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelayanan perijinan Dokumen
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Timur diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang memuat berbagai

penjelasan oleh informan serta dapat dilihat dari Tabel Data Pelaku
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Usaha/Jenis Kegiatan yang mengurus perijinan dokumen lingkungan, Log
Book, Bagan/ Alir Pengurusan Perijinan di Wilayah Kabupaten Barite Timur
yang terlampir pada lampiran sebagai data pendukung.

Sebelumnya pada Bab Pendahuluan, bagian latar belakang masalah
dapat dilihat pada Kabupaten Barito Timur ada 167 perusahaan atau pelaku
usaha yang mengajukan perijinan ke Dinas Lingkungan Hidup dan tahun
2010 sampai sekarang tahun 2018. Pada tabel dapat dilihat ada 79 atau 47,3
% kegiatar/ jenis usaha vang telah memiliki SK Kelayakan. 57 atau 34,1 %
kegiatan/ jenis usaha yang telah memiliki Izin Lingkungan. Sisanya ada 31
atau 18,6 % kegiatan/ jenis usaha yang belum memiliki 1zin Lingkungan.
Berdasarkan hasil wawancara pada Tanggal 10 September 2018 dengan
Informan 1, dapat diketahui alasan terjadi demikian adalah menurut Informan
1:

“Pertama perusahaan kekurangan dana, belum merasa perlu melakukan
kegiatan/ produksi sehingga ada penundaan dulu, atau ada kendala lain
seperti gangguan sosial : permasalahan dengan masyarakat, terkendala
lahan, tidak mendapat dukungan dari masyarakat sekitar lahan tempat
melakukan Izin usaha pada saat melaksanakan sosialisasi, dll”.
(WILYS).

Kemudian wawancara dengan Informan 2, pada Tanggal 03

September 2018, sebagai berikut :

“Hal fersebut karena dari pihak perusahaan sendiri yang tidak mengurus,
karena berhenti di dokumen KA (Kerangka Acuan) ANDAL, bisa terkait
masalah biaya pembuatan dokumen dengan pihak konsultan, ataupun ada
konflik intern dalam perusahaan itu sendin, sehingga tidak diteruskan”.
(WI2,YH).

Lebih terperinci lagi dijelaskan pada hasil wawancara oleh

Informan 3 pada Tanggal 13 September 2018, yaitu:
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“Biasanya perusahaan tidak beroperasi atau stagnan, sehingga baru
mengurus sampai KA (Kerangka Acuan) ANDAL yang hanya berlaku
selama 3 Tahun dan jika lewat, pthak perusahaan/pemrakarsa wajib
membuat ulang dokumen. Sedangkan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL
yang telah dibuat sebelum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang termuat pada BAB
IX Ketentuan Penutup, Pasal 73 yang tertulis “Dokumen Lingkungan
yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai 1zin
Lingkungan” (WI3,Vr)

Dari hasil ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada 31
pelaku usaha yang tidak atau belum memiliki Izin Lingkungan, hal tersebut
dikarenakan dari kelalaian ataupun memang belum melanjutkan pengurusan
dokumen lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
dengan berbagai alasan seperti yang telah diungkapkan dalam wawancara
antara lain perusahaan tidak beroperasi, tidak meneruskan usaha karena
terkendala dana, permasalahan sosial dengan masyarakat, konflik lahan,
maupun masalah intern di perusahaan/ pelaku usaha, sehingga dapat
disimpulkan permasalahan tersebut dapat diketahui bukan karena adanya
kendala selama pengurusan/ proses pelayanan perjinan dokumen Izin
Lingkungan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup.

Tingkat efektivitas pelayanan perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-
UPL berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 4 pada Tanggal 18
September 2018, yaitu :

“Mcnurut Saya pelayanan perijinan di DLH sudah cukup efektif,
dapat dilihat pada log book serta bagan/ alur pengurusan perijinan,
namun biasanya kendalanya yang sering terjadi adalah pada waktu
penyusunan dokumen yang dilakukan oleh tim ahli atau tim
konsultan yang khusus untuk membantu pihak pemrakarsa/ pelaku
usaha, yang agak lama dan sering memakan waktu. Tetapi,

semuanya dapat diatasi selama proses penilaian Dokumen AMDAL
tetap berjalan, pihak pemrakarsa/pelaku usaha tetap memenuhi
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kelengkapan  dokumen serta kajian lingkungan vyang
diperlukan.”(WI4,ER).

Selain dari hasil wawancara di atas, Informan 4 juga secara terperinci
menjelaskan melalui pengisian /og book dan olah data pada lampiran 6 dapat
dijelaskan, bahwa dari 2 (dua) pelaku usaha yang terpilih sebagai sumber data
dan informan, yaitu dan pelaku usaha yang telah mengurus Dokumen Izin
Lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, pertama yaitu Pelaku usaha yang
bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit adalah PT. Sawit Graha
Manunggal yang telah mengurus pada Tahun 2017, telah mengajukan
dokumen dari Tanggal 10 Maret 2017, kemudian dokumen dilakukan
verifikasi oleh tim uji administrasi yaitu Tim sekretariat AMDAL sampai
dinilai dokumen Tanggal 10 April 2017, setelah lolos uji verifikasi
dilanjutkan kegiatan proses penilaian pada pelaksanaan rapat dengan
mengundang pemrakarsa, Tim sekretariat, Tim Teknis, masyarakat, dinas
terkait untuk perbaikan dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan),
RKL-RPI. (Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan
Lingkungan) sehingga diperoleb hasil akhir penilaian ANDAL, RKL-RPL
dari TIM Teknis ke Ketua KPA (Komisi Penilai AMDAL) pada Tanggal 26
April 2017, sampai dinilai layak memperoleh SKKL (Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan pada Tanggal 20 Jum Tahun
2017. Dibutuhkan waktu 3 bulan untuk memperoleh Izin Lingkungan untuk
PT. Sawit Graha Manunggal dan 2 bulan untuk PT. Senamas Energindo
Mineral, yaitu pelaku usaha yang bergerak di pertambangan batubara yang
baru mengurus di tahun 2018 ini. Dimana PT. Senamas Energindo Mineral

mulai mengajukan dokumen ANDAL, RKL-RPL untuk pengajuan IL (Izin
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Lingkungan) pada Tanggal 17 Januari 2018, berkas diterima untuk uji
administrasi, perbaikan dan dilengkapi administrasi kemudian dinilai oleh
Tim Teknis dan KPA pada Tanggal 05 Februari 2018, pelaksanaan rapat dan
penandatangan BA (Berita Acara) Rapat oleh Tim Teknis dan KPA,
selanjutnya dokumen diperbaiki kemudian diverifikasi hasil perbaikan pada
Tanggal 08 Februari 2018, sehinpgga diperoleh rekomendasi untuk
mendapatkan SKKI. (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan, schingga
keluarnya lzin Lingkungan pada Tanggal 09 Februari 2018. Menurut hasil
wawancara dengan pelaku usaha, yaitu dengan informan 5, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tingkat efektivitas proses pelayanan perijinan dokumen di
Dinas Lingkungan Hidup cukup cepat dan efektif secara waktu atau tidak
melebibi batas waktu pengurusan dokumen Izin Lingkungan yang termuat
pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08
Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen
Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Lampiran 1, Halaman
11 sampai 13, adalah paling lama 125 hari.

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui selama proses
administrasi pengurusan dokumen AMDAL dan UKL-UPL, yaitu proses
pelayanan perijinan untuk biaya jasa penilaian dokumen semua biaya
ditanggung oleh pihak pemrakarsa. Hasil wawancara Han Senin, Tanggal 10
September 2018 dengan Informan 1, yaitu :

“Sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku, dimana sepala

biaya yang diperlukan dalam proses perijinan lingkungan di
tangpung oleh pihak pemrakarsa™. (WI1,ER)
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Dari pelaku usaha sendin menyatakan pada hasil wawancara Hari
Kamis, Tanggal 20 September 2018, yaitu :

“Untuk pengurusan Izinnya tidak dipungut biaya Bu, hanya saja selama

proses perijinan, pembuatan dokumen AMDAL, sosialisasi ke

masyarakat, uji publik dan biaya makan-minum rapat dan uang

transport itu semua ditanggung oleh pihak pemrakarsa”.(W15,HS)

Pada Tabel 1.1 juga terdapat para pelaku usaha yang memiliki Izin
Lingkungan berdasarkan proses perijinan dengan mengajukan DELH-DPLH
(Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup - Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Hidup). Hal tersebut dapat terjadi dan merupakan fakta di lapangan karena
berdasarkan hasil evaluasi maupun inventarisasi di lapangan oleh petugas
pengawas implementasi Dokumen AMDAL dan UKL-UPL yaitu di Bidang
[V, Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, masih banyak usaha/ kegiatan
yang telah memiliki Izin Usaha namun belum memiliki dokumen lingkungan
hidup. Sehingga, proses perijinan dapat dilaksanakan dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.102/MENLHK/SETIEN/KUM.1/12/2016, Tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau
Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui
proses pelayanan perijinan di Dinas Lingkungan Hidup dapat berjalan baik,
salah satunya menurut informan 1 :

“Karena setiap Dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang masuk dan
diurus cepat oleh pelaku usaha, proses administrasi lancar dan lutus oleh tim
verifikasi di sekretariat dan selanjutnya dinilai oleh TIM KPA, maka proses
keluarnya lzin Lingkungan juga cepat.” (WI1,YS).
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Selanjutnya, masih menurut Informan ! yang sering menghambat
dalam proses perijinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
adalah :

“Ketidaksiapan dokumen pemochon, termasuk data-data yang diminta
pada proses administrasi pemohon, selanjutnya pada saat investigasi atau
verifikasi data di lapangan banyak perusahaan yang belum meniiliki kantor
yang tetap atau susah dicari.”(WI1,YS).

Menurut informan 3 beberapa proses atau tahapan-tahapan yang perlu
dilakukan para pelaku usaha dalam pengurusan perijinan lingkungan
Dokunien AMDAL dan UKL-UPI. di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Timur, yaitu :

“Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan antara lain sesuai dengan
SOP dan bagan/alur pengurusan dokumen perijinan lingkungan pada
PermenLH RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana
Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta
Penerbitan lzin Lingkungan, Lampiran 1, Halaman 11 sampai 13,
yaitu :

- Permohonan arahan kajian teknis (dalam bentuk koordinasi dan
konsultasi);

- Untuk Dokumen AMDAL dan UKL-UPL, membuat dokumen
Lingkungan (AMDAL) bisa dibantu oleh pihak ke-3 atau
konsultan, LPJP (Lenibaga Penyedia Jasa Penyusunan)/ perorangan
yang bersertifikasi;

- Presentasi/ mengajukan permohonan penilaian Dokumen
(AMDAL-KA. ANDAL);

- Keluarnya persetujuan, apabila telah disetujui oleh Kadis sekaligus
Ketua KPA (Komisi Penilai AMDAL);

- Penyusunan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL;

- Pengajuan Penilaian oleh Pemrakarsa;

- Jika tidak disetujui, maka dokumen ditolak {Tidak) dan jika
disetujui (Ya) oleh Ketua KPA maka dikeluarkan rekomendasi;

- Mengeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)

- Terakhir  dikeluarkan Izin  Lingkungan oleh  Kepala
Daerah.”(WI3,Vr).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3 di Dinas

Lingkungan Hidup, proses pelayanan perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43743.pdf
82

UPL di Dinas Lingkungan lidup Kabupaten Barito Timur dapat dilihat
melalui Bagan/alir pengurusan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL serta
penerbitan Izin Lingkungannya yang terlampir pada Lampiran. 5 dan
berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah dibuat dan
ditetapkan oleh Tim dan Ketua KPA (Komisi Penilai AMDAL) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur pada Bulan Oktober 2017.

SOP dibuat sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dimana
Peraturan Pemenntah yang sebelumnya mengatur tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan {(AMDAL) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1999 tidak berlaku lagi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang [zin Lingkungan, durasi waktu yang diberikan kepada
pemerintah untuk memproses suatu Dokumen AMDAL dan UKL-UPL
adalah 125 hari kerja, dimana pada peraturan sebelumnya 180 han kerja.
Mengingat waktu yang diperlukan lebih singkat sehingga diperlukan suatu
sistem dan mekanisme yang tertuang pada SOP agar proses penilaian
Dokumen AMDAL vang termuat pada Bagan/ alir mekanisme pengurusan
perijinan lingkungan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serla Penerbitan Izin
Lingkungan, Lampiran 1, Halaman 11 sampai 13. Mekanisme permchonan

Izin Lingkungan dan tata cara pengajuan Dokumen AMDAL, sebagai berikut:
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a. Pihak pelaku usaha/ pemrakarsa mengajukan permohonan Izin
Lingkungan serta penilaian dokumen kerangka acuan ke Dinas
Lingkungan Hidup;

b. Sebelumnya pihak pemrakarsa juga wajib mengumumkan dan konsultasi
publik/ sosialisasi ke masyarakat di sekitar kegiatan/usaha selama proses
berjalan 10 (sepuluh) hari kerja;

c¢. Dokumen kerangka acuan ANDAL kemudian dinilai oleh sckrctariat
KPA dan Tim Teknis untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua KPA
(Kepala Dinas Lingkungan Hidup).

d. Setelah mendapatkan persetujuan, pihak pemrakarsa menyusun Dokumen
ANDAL, RKL-RPL untuk dasar mengajukan permohonan Izin
Lingkungan dan proses penilaian Dokumen ANDAL & RKL-RPL
Sekretariat KPA dan Tim Teknis KPA;

e. KPA (Komisi Penilai AMDAL) mengumumkan permohonan Izin
Lingkungan ke publik;

f.  Publik memberi saran masukan ke pemrakarsa melalui Sekretariat dan
Tim Teknis KPA;

g. Selanjutnya Dokumen ANDAL & RKL-RPL oleh KPA dinilai dokumen
supaya sesuat dengan tata aturan penyusunan dokumen untuk diberikan
rekomendasi oleh Ketua KPA. (Point ¢-g, memerlukan waktu 30 hari
kerja dan 75 hari kerja).

h. Bupati/ Kepala Daerah mengeluarkan I[zin Lingkungan setelah

diterbitkan SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) yang proses
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penilaian Layak atau Tidak Layaknya dokumen dinilai dalam jangka
waktu selama 10 hari kerja.

Menurut pendapat pelaku usaha yang telah mengurus perijinan
lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan hasil wawancara yang
telah dilaksanakan pada Tanggal Tanggal 20 September 2018 dan 25
September 2018, antara lain :

Informan 5: “Iya Bu, prosesnya jadi mudah dipahami dan dilaksanakan
karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh petugas yang terkait dengan baik.”
(WIS, HS).

Proses pelayanan lebih mudah dilaksanakan dan dipahami karena
adanya kerjasama yang baik, antara pelaku usaha yang mengurus proses
perijinan lingkungan hidup dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup
K abupaten Barito Timur.

Informan 6: “Benar Bu, Proses pelayanan Saya rasa sudah sesuai
dengan prosedur yang berlaku dan sudah sesuai tahapannya.”(WI6,S]).

Pelaku usaha dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan petugas
yang menangani proses perijinan schingga semua tahapan sudah sesuai
prosedur yang berlaku dan persyaratan-persyaratan Izin Lingkungan sudah
terpenuhi atau terintegrasi di dalam isi Dokumen AMDAL yang telah dibuat
oleh pihak pemrakarsa/ pelaku usaha.

2. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan pelayanan
perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dapat diketahui bahwa
beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk

meningkatkan pelayanan perijinan, antara lain :
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Menurut Informan 1 berdasarkan hasil wawancara pada Tanggal 10
September 2018, yaitu :

“Pertama-tama pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Timur mendukung semua kegiatan/program
yang memiliki tujuan bersama untuk kemajuan di Kabupaten Barito
Timur, contohnya kemudahan dalam proses perijinan ini adalah
dukungan pemerintah dalam program kegiatan tahunan, sehingga semua
rencana/usaha di Kabupaten Bartim dapat terinventarisir dan memiliki
[zin berusaha, salah satunya tujuan agar proses investasi yang masuk ke
Bartim lebih mudah, para investor tidak terkendala dengan urusan
administrasi yang ruwet.” (WI1,YS)

Pada wawancara selanjutnya, Informan | juga menambahkan :

“Permasalahan yang umum terjadi instansi-instansi pemerintah
adalah dalam hal pendanaan, karena yang diurus banyak, sehingga perlu
ada skala prioritas dan terbagi-bagi dengan rencana/program lain, bahkan
banyak aspek penting lainnya. Sehingga, walaupun mulai awal tahun
2017 telah ditetapkan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, yang
sebelumnya hanya Badan Lingkungan Hidup, tetapi dana yang
bertambah tidak terlalu signifikan. Tetapi, pelan-pelan pasti tetap
dipikirkan dan diusahakan semua anggaran untuk ditambahkan sesuai
keperluannya. Sehingga setiap Program/kegiatan disesuaikan dengan
kebutuhan, disamping itu harus memperhatikan dana yang menjadi skala
prioritas kegiatan. Untuk pelayanan perijinan sendiri tidak memerlukan
dana karena untuk jasa penilaian ditanggung oleh pemrakarsa sesuai PP
27 tahun 2012.”(W11,YS),

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, pemerintah
Kabupaten Barito Timur mendukung setiap program/ kegiatan melalui dinas/
instansi terkait terutama menyangkut pelayanan publik. Penyaluran dana
berupa anggaran APBD maupun dana dari pusat disalurkan berdasarkan skala
prioritas. Untuk Dinas Lingkungan Hidup sendiri tidak mengalami hambatan
dalam proses pelayanan perijinan lingkungan kepada pelaku usaha karena
untuk proses administrasi serta jasa penilaian ditanggung oleh pihak

pemrakarsa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan yang termuat di Peraturan Menteri Lingkungan
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Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata l.aksana
Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan
[zin Lingkungan, pada BAB 1V Pendanaan, pasal 30 s/d 32.

Menurut informan 2, upaya-upaya yang dilakukan Dinas
Lingkungan Hidup dalam peningkatan proses pelayanan Perijinan
Lingkungan, yaitu :

“Untuk tahun ini hanya ada dana untuk kegiatan monitoring dan
pelaksanaan/penerapan dokumen lingkungan, yaitu sebesar Rp. 5.105.000,-.
Dapat dibayangkan sangat minim, Mudah-mudahan ke depannya lagi dapat
ditingkatkan. Untuk masalah terkait implementasi peraturan perijinan di
daerah, adalah masih belum adanya Peraturan Bupati sebagai substansi dasar
untuk mengatur teniang rencana data jenis usaha, yang wajib untuk UKL-
UPL, yang nantinya diharapkan pada Tahun 2019 terealisasi, sedangkan
untuk penilaian Dokumen AMDAL Kita diwajibkan mengikuti aturan pusat
baik itu dari UU RI No.32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, sampai dengan turunannya dan PP atau Peraturan Pemerintah lainnya.
Sedangkan untuk bentuk dukungan vang diperlukan yaitu berupa dana di
anggaran DLH, seperti kegiatan pengawasan serfa verifikasi dan
implementasi Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di lapangan.”(WI12,YH).

Menurut Informan 2 (WI2,YH) karena terkendala dana, pada saat
kegiatan monitoring dan tinjauan lapangan pada saat verifikasi data penilaian
dokumen yang melaksanakan perjalanan dinas cukup 1 atau 2 orang saja yang
berangkat tidak harus rombongan agar pengefisien anggaran.

Upaya-upaya lainnya di Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan
pembuatan dan penetapan Peraturan Bupati terkait implementasi peraturan
perijinan di daerah, sebagai substansi dasar untuk mengatur tentang rencana
data jenis usaha dan sanksi-sanksi, yang wajib untuk mengurus Dokumen Izin
Lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3 yang dilaksanakan

pada Tanggal 13 September 2018:
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“Bisa ditingkatkan lagi, yaitu dengan didukung sarana dan prasarana
seperti ruang pentlaian/pemeriksaan dokumen, aula rapat presentasi
AMDAL dan UKL-UPL, Labaratorium, serta ruang penyimpanan
dokumen.”(WI3,Vr).

Dinas Lingkungan Hidup selama ini masih belum memprioritaskan
untuk meningkatkan fasilitas dan sarana-prasarana untuk proses pengurusan
dokumen lingkungan, dengan alasan masyarakat atau pelaku usaha yang
mengurus dokumen lingkungan tidak sebanyak atau sesering seperti jenis dan
aktivitas pelayanan publik lainya.

Hasil wawancara dengan Informan 4 yang dilaksanakan pada Tanggal
18 September 2018, yaitu:

“Sebaiknya pegawai diberikan diklat/bimtek untuk memahami proses
AMDAL dan UKL-UPL, selain itu pegawai juga wajib membaca
peraturan mengenai proses AMDAL dan UKL-UPL.” (WI4,ER).

Berbagai upaya vang tclah dilakukan pemerintah Keabuapten Barito
Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup, yaitu dengan meningkatkan
kemampuan SDM, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP (Standard
Operational Procedure), menyusun kegiatan dan program terkait Kajian
Dampak Lingkungan, koordinasi antar pemangku kepentingan dan
dinas/instansi terkait, sedangkan dari pihak pemrakarsa atau pelaku usaha
juga diharapkan untuk dapat memberi data yang sesuai dan benar, selain itu
dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur sendiri, siap
memfasilitasi antara pihak pemrakarsa dengan masyarakat pada saat
mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal pengembangan SDM untuk
meningkatkan mutu pelayanan perijinan lingkungan di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Barito Timur dengan Informan 2, yaitu :
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“Sangat mendukung, tapi terkendala pada dana, sehingga banyaknya

pelatihan terkait AMDAL yang tidak terikuti pada tahun anggaran

2018, hanya pada tahun 2017 ada mengirimkan 5 personil untuk

mengikuti pelatihan AMDAL di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan

Tengah. Kalau tahun-tahun sebelumnya bahkan ke luar pulau yaitu

pelatihan AMDAL yang dilaksanakan oleh UGM (Universitas Gajah

Mada) di Yogyakarta.”(WI2,YH).

Tujuan peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia)
dengan mengikuti pelatihan AMDAL/ Lingkungan, antara lain petugas perlu
dan cepat mengetahui informasi apabila adanya perubahan peraturan
perundang-undangan bahkan sistem pelayanan pemberian Izin Dokumen
Lingkungan. Contohnya dengan wacana pemerintah untuk menerapkan
penerbitan perijinan dengan sistem OSS (Online Single Submission), yaitu
melalui jaringan online serta bekerja sama dengan Kantor perijinan/ PTSP
(Perijinan Terpadu Satu Pintu) untuk penerbitan perijinan, yang terdapat pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Harapannya
semua proses perijinan oleh pemeintah dalam hal pelayanan publik akan
menjadi lebih efektif lagi.

Peningkatan sarana dan prasarana seperti Laboratorium yang
terakreditasi, penambahan ruang pertemuan, serta peralatan lainnya. Selain
untuk meningkatkan kenyamanan selama pengurusan juga untuk pengefisien
waktu dan dana pengurusan dokumen lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 5 pada Tanggal 20
September 2018, adalah :
“Menurut Saya, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup segera

memiliki Laboratorium Pengujian baik udara, air dan tanah yang
terakreditasi seperti di Jawa, yaitu KAN (Komite Akreditasi Nasional),
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lumayan Bu, kalau laboraturium tersedia di sini selain waktu maupun
biaya juga dapat lebih hemat.”(WI5,HS)

Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki Laboratorium untuk pengujian
kualitas, tetapi masih belum terakreditasi karena terkendala Menurut pendapat
Informan 6 pada wawancara Tanggal 25 September 2018, yvang sebaiknya
dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pelayanan
adalah :

“Fasilitas [aboratorium, selain itu ada ruang tunggu tersendin

khusus untuk pengajuan dokumen, fasilitas AC, dan Wifi.”(WI16,5n).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi pendukung dan
penghamhat proses pelayanan perijinan pengurusan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui yang menjadi faktor
penghambat proses pelayanan perjinan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL
menurut Informan 1:

“Ketidaksiapan dokumen pemohon, termasuk data-data yang diminta
pada proses administrasi pemohon, selanjutnya pada saat investigasi atau
verifikasi data di lapangan banyak perusahaan yang belum memiliki kantor
yang tetap atau susah dicari.”(WI1,YS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen
Lingkungan. Pada pasal 4 termuat Dokumen AMDAL itu terdini dari
Kerangka Acuan, ANDAL {Analisis Dampak Lingkungan), dan RKL-RPL
(Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan Lingkungan).
Dokumen lingkungan tersebut wajib memuat pendahuluan, pelingkupan

(deskripsi rencana usaha/kegiatan yang akan dikaji), metode studi, deskripsi

dan data rona awal lingkungan hidup, hasil pelibatan masyarakat, prakiraan
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dampak penting, evaluasi secara holistik dampak penting serta data-data
pendukung statistik, peta wilayah, usaha dan kesesuain ruang. Sehingga
dalam proses penilian Dokumen AMDAIL dan UKL-UPL diperlukan
koordinasi dengan pihak atau instansi terkait seperti Badan Statistik, Kantor
BPN (Balai Pertanahan Nasional), Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas
Kesehatan, dan Dinas Perhubungan.

Selain dengan Informan 1, hambatan dalam proses perijinan
lingkungan juga diketahui berdasarkan wawancara dengan Informan
Informan 3:

“Belum adanya Peraturan Bupati penentuan suhstansi Dokumen
AMDAL dan UKL-UPL untuk penetapan daftar/ jenis usaha /rencana
kegtatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL di Kabupaten Barito Timur;
terkendala dana untuk pelatihan SDM terkait dengan peraturan Kajian
Dampak Lingkungan.”

Masih banyaknya pelaku usaha tetapi dalam jenis atau subtansi
usaha kecil dan menengah yang juga miliki dampak terhadap lingkungan,
tetapi belum mengurus ijin lingkungan. Belum adanya Peraturan Bupati
terkait penentuan substansi atau penetapan daftar/ jenis usaha /rencana
kegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di
Kabupaten Barito Timur; kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus
Izin Lingkungan, kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup serta
penerapan sanksi kepada pelaku usaha agar mengurus Izin Lingkungan.
Sesuai dengan Peraturan penerapan sanksi Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan

Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
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Menurut Informan 4 yang menjadi kendala selama proses
pengurusan Perijinan Dokumen Lingkungan adalah :

“Menurut Saya pelayanan perijinan di DLH sudah cukup efektif, namun
biasanya kendalanya pada waktu penyusunan dokumen yang dilakukan oleh
tim ahli atau tim konsuitan yang khusus untuk membantu pihak pemrakarsa/
pelaku usaha, yang agak lama dan sering memakan waktu.”

Hal-hal yang menjadi penyebab keterlambatan penyusunan dokumen
AMDAL dan UKL-UPL berdasarkan hasil observasi adalah karena
banyaknya data-data yang harus dipenuhi dan pengkajian secara mendalam
oleh tim konsultan dan pihak pemrakarsa/ pelaku usaha, terutama pada saat
proses perbaikan dokumen sesuai hasil verifikasi dan uji administrasi oleh
Tim Sekretariat dan Komisi Penilai AMDAL, maupun usulan-usulan dari
masyarakat/publik terkena dampak usaha/kegiatan tersebut.

Faktor pendukung proses perijinan lingkungan di Dinas Lingkungan
Hidup, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, adalah :

“Antara lain, faktor kerjasama dengan instansi terkait, selain itu
kecepatan dan ketepatan pemohon atau pelaku usaha dalam melengkapi
dokumen yang diperlukan dalam proses perijinan lingkungan.”(W11,YS).

Informasi lainnya yang dapat mendukung proses perijinan, juga
diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3:

“Antara lain meningkatkan kemampuan SDM, dan pihak pemrakarsa

atau pelaku usaha untuk dapat memberi data yang solid, bekerja sesuai

dengan SOP yang telah dibuat.”(WI3,Vr).

Peningkatan kemampuan petugas yang melayami dalam proses
perijinan dokumen lingkungan adalah perlunya mengikuti pelatihan AMDAL,
AMDAL A untuk Dasar, AMDAL B untuk Penyusunan, dan AMDAL C
untuk Penilaian. Sertifikat yang diperoleh dari hasil pelatihan sangat

diperlukan karena menjadi syarat mutlak untuk memenuhi persyaratan Izin
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Lisenst Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat memberikan rekomendasi dan
Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Barito
Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 4, staf atau petugas
yang menangani proscs kelengkapan administrasi dan memenerima dokumen
lingkungan:

“Menurut Saya adalah arahan yang jelas dari atasan, sikap yang
kooperatif dari para pelaku usaha dan pihak konsultan untuk memberikan
kelengkapan data-data dokumen AMDAL dan UKL UPL untuk dinilai dan
diverifikasi di Tim sekretariat, data-data dan kelengkapan administrasi
lengkap, serta keperluan lainnya terutama ATK dan fasilitas seperti Laptop,
Printer dapat berfungs: dengan baik ketika digunakan.”(WI4,ER).

Menurut informan dari pihak pelaku usaha yang telah mengurus
penjinan lingkungan, yaitu PT. Senamas Energindo Mineral, diperlukan
fasilitas-fasilitas tambahan.”

“Seperti yang telah Saya sebutkan di atas Bu, masalah Laboratorium itu

sangat penting karena kemaren Kami untuk hasil laboratorium, harus

mengirim ke Jawa dari KAN (Komite Akreditasi Nasional), lumayan

Bu, kalau laboraturium tersedia di sini selain waktu maupun biaya juga

dapat lebih hemat. Selain itu ada ruang tunggu tersendiri, fasilitas AC,

dan Wifi.”

Dinas Lingkungan Hidup belum bisa memenuhi standar
laboratorium yang berakreditasi karena selain ruang pengujian dan
peralatan yang masih kurang, juga masih belum memiliki tenaga ahli di
bidang atau jurusan kimia yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara).
Sehingga hasil uji kualitas air, sungai, dan udara yang diperoleh perlu

dikirim ke luar daerah untuk memperoleh hasil uji laboratorium yang

berakreditasi seperti Lembaga KAN (Komite Akreditasi Nastonal).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari PT. Sawit
Graha Manunggal faktor-faktor pendukung dan penghambat proses
perijinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

“yang terpenting itu faktor SDM, baik itu dari pihak konsultan maupun
SDM di Dinas, selain itu ketersedian sarana-prasarana, serta dana
juga.”(W16,Sn).

Menurut informan 6 yang menjadi faktor pendukung dalam
proses pengurusan Dokumen Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur adalah Sumber Daya Manusia baik dari staf/
petugas di Dinas Lingkungan Hidup serta pihak konsultan yang
dipercayakan oleh pihak pemrakarsa/ pelaku usaha untuk membantu dalam
pembuatan dan menyusun Dokumen Lingkungan sehingga dapat dinilai
dan layak untuk memperoleh Ijin Lingkungan. Pihak pelaku usaha juga
mengeluarkan dana yang tidak sedikit selama proses pembuatan dan
pengurusan dokumen lingkungan.

Selama proses penelitian ini berlangsung, ada 1 {satu) pelaku usaha
yang mengajukan dokumen lingkungan serta sedang diproses untuk
memperoleh Izin Lingkungan. Pada Tanggal 02 Oktober 2018 PT.
Ketapang Subur Lestari (KSL) mengajukan permohonan penilaian
Dokumen Lingkungan untuk Pembangunan Perkebunan dan Pabrk
Pengolahan Kelapa Sawit. PT. Ketapang Subur Lestari yang sejak Tahun
2009 telah menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan areal setuas 21.000 Ha
berdasarkan Surat keputusan Bupati Barito Timur Nomor 341 Tahun 2009

tentang Pemberian izin Usaha Perkcbunan. PT. Ketapang Subur Lestari
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mengajukan Izin Lingkungan terkait ada penambahan areal perkebunan
yang sebelumnya dibeli dari PT. Sandabi Indah Lestari dan PT.Ciliandry
Anky Abadi, berdasarkan Izin Lokasi Perubahan Surat keputusan Bupati

Barito Timur Nomor 322 Tahun 2018,
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C, Pembahasan

1. Efektivitas dan proses pelayanan perijinan Dokumen AMDAL dan
UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

Sebelumnya di bagian hasil penelitian telah dijelaskan, berdasarkan
data yang telah diperoleh berdasarkan hasil observasi terhadap data dan
dokumen lingkungan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Timur serta hasil penelitian, berupa wawancara ke beberapa
informan terpilih, dapat diketahui tinpkat efektivitas pelayanan perijinan
dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Timur. Dari hasil wawancara baik dari Dinas Lingkungan Hidup
maupun pelaku usaha vang telah melakukan proses pengurusan perijinan
dokumen lingkungan menyatakan bahwa dalam pengurusan juga
mengalami hambatan, walaupun telah ditetapkan prosedur sesuai dengan
aturan vang ada, vaitu dengan menerapkan SOP (Standar Operasional
Prosedur) yang telah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum dalam pengurusan Izin Lingkungan adalah
Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012
Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri
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Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Penclitian yang dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas
pelayanan perijinan dokumen (AMDAL dan UKL-UPL)} di Dinas
Lingkungan Hidup dapat diketahui dengan melaksanakan analisa secara
komprehensif antara teori efektivitas dengan pelayanan publik disesuaikan
dengan aturan yang berlaku untuk proses pengajuan dokumen lingkungan
untuk memperoleh produk akhimya adalah Izin Lingkungan. Sesuai
dengan pendapat Drucker (1984) yang dikutip Moenir (2006: 166), yaitu
efektivitas pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran dan
hasil yang sesuai. Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka
pendek dan jangka panjang menurut Robbin dalam Pabundu Tika (2005).
Tujuan jangka pendek dari proses pelayanan publik di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Timur adalah suatu produk berupa Izin
Lingkungan, sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya proses tjin
lingkungan juga merupakan salah satu upaya agar dapat mewujudkan
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya
pencapalan hal yang dimaksud, merupakan pencapaian tujuan tersebut
masih belum terukur, tetapi diperlukan dilakukannya tindakan-tindakan
untuk mencapai hal tersebut dalam hal ini adalah instasi pemerintah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha
atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang

dimaksud adalah tujuan suatu instansi pemerintah maka proses pencapaian
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tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau
kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi pemerintah
tersebut. Efektivilas pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup sudah
diamanatkan dalam visi dan misi Kabupaten Barito Timur, visi bagian (6) :

“Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan. Agar terwujud tata
pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan
otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), meningkatkan kualilas pelayanan umum dengan menerapkan
pelayanan pnma kepada masyarakat, schingga pelaksanaan otonomi
daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata
pemerintahan yang baik dan bersih.”

Visi dan Misi Pemeriniah Kabupaten Barito Timur diwujudkan
melalui program, kegiatan, dan kinega OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) seperti yang diungkapkan Dwiyanto (2002), pemberian pelayanan
publik oleh aparatur pemeriniah kepada masyarakat (publik) merupakan
perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi),
disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai
aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemeriniah berkewajiban
untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang
menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi in
aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya
(pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau
menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan
dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang
mandiri dan sejahtera.

Pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten

Barito Timur merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Sebagai
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bentuk kegiatan publik, maka kegiatan perizinan harus dilaksanakan
dengan didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan vang baik sebagai
norma perilaku bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya masing-masing,.

Mengukur efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985, h.53)
dilakukan dengan melihat : pencapaian tujuan, baik kurun waktunya, target
dan dasar hukumnya; integritas, yaitu pengukuran kemampuan organisasi
dilihat dart prosedur dan proses sosialisasi di dalam dan luar organisasi;
dan yang terakhir adaptasi, yaitu proses penyesuaian terhadap perubahan
peningkatan kemampuan dan sarana-prasarana.

Menurut pendapat Indrawijaya (2002; 226) bahwa :

“Efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan berapa besar
keuntungan vang diperoleh, dimana makin besar berarti makin efektif.
Organisasi efektif bila jumlah pengeluaran makin lama makin menurun.
Dengan kata lain efektivitas organisasi ditentukan oleh efisiensinya,
bahkan suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila para anggota dan
pengguna jasa pelayanan publiknya merasa puas”

Hasil dari produk perijinan lingkungan ini adalah para pelaku usaha
memperoleh [zin Lingkungan yang dikeluarkan oleh kepala daerah di
Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki
tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Seperti yang diungkapkan
oleh  Komaruddin (1994) efektivitas adalab svatu keadaan yang
menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam
mencapai tujuan vang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan
penelitian yang telah dilaksanakan dan tertuang pada hasil penelitian di

atas bahwa selama proses untuk mendapatkan Izin Lingkungan tidak

berjalan mulus, tetapi juga mengalami kendala seperti dalam memenuhi
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kelengkapan dokumen, hal tersebut masih dapat teratasi dikarenakan
kinerja dari petugas/ staf yang melayani sehingga setiap proses
administrasi seperti memverifikasi dokumen, pengiriman surat undangan,
menyiapkan sarana-prasarana  kegiatan, pengetikan berita acara
pemeriksaan, dan sampai pada proses pendampingan Tim Teknis dan
Komisi Penilai AMDAL, tidak melebihi batas waktu pengurusan, struktur
organisasi yang menangani jelas dan proses pengurusan tidak berbelit-belit
karena disesuaikan dengan SOP dan bagan/ alir pengurusan dokumen
lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemenksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan, selain itu Izin Lingkungan yang dikeluarkan juga menjadi
jaminan atauv dasar para pelaku usaha untuk mengurus Izin Usaha
sehingga dapat melaksanakan usaha/kegiatan di Wilayah Kabupaten Barito
Timur sesuai Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kegiatan pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup salah
satunya dengan diwujudkan pada Renja (rencana kerja) Dinas Lingkungan
Hidup pada program dan kegiatan Kajian Dampak Lingkungan, untuk
tujuan jangka pendeknya adalah tercapainya pelayanan publik pengurusan
Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL, dengan tujuan jangka
panjangnya adalah mewujudkan pembangunan di Kabupaten Barito Timur

dengan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga
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keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan
Lingkungan Hidup.

Prinstp-prinsip proses pelayanan perijinan di Dinas Lingkungan
Hidup juga mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menjadi acuan oleh setiap
birokrasi publik, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang
mencerminkan suatu bentuk pelayanan berdasarkan pada prinsip-prinsip
pelayanan antara lain kesederhanaan, kejelasan, artinya prosedur/tata cara
pelayanan ditetapkan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) sesuai
dengan bagarn/ alir proses perijtnan lingkungan sesuai Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang
Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup
serta Penerbitan Izin Lingkungan, sehinga semua proses perijinan dapat
dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat tepat, tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha
yang meminta pelayanan. Kepastian waktu dan akurasi produk pelayanan
berupa Izin Lingkungan dapat diterima dengan benar, tepat, dan sah sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan.

Prosedur pengurusan dokumen AMDAL di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Timur dari proses awal persiapan administrasi
untuk melengkapi pembuatan Dokumen AMDAL sampai dengan proses
akhir keluamya ijin Lingkungan paling lama adalah 125 hari. Untuk

Dokumen atau pengisian formulir UKL-UPL berdasarkan Peraturan
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Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana
Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan
Izin Lingkungan dan SOP di Dinas Lingkungan Hidup bahwa dari mulai
pendaftaran sampai jangka waktu pemcriksaan UKL-UPL sebagaimana
tahapan di bidang pelayanan publik dilakukan paling lama 14 (cmpat
belas) hari kerja sejak formulir dan dokumen UKL-UPL dinyatakan
lengkap secara administrasi, tidak termasuk perbaikan/ penycmpurnaan
dokumen.

Selama proses pelayanan publik dokumen ijin lingkungan tidak
terlalu mengalami kendala, walaupun masih kurangnya kelengkapan
sarana dan prasarana seperti aula pertemuan, laboratorium yang
terakreditasi, peralatan keja dan pendukung lainnya yang memadai
termasuk penyedian sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika
(telematika) di Dinas Lingkungan Hidup, tetapi tidak sampai menghambat
proses pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

Dan 10 (sepuluh) prinsip-prinsip pelayanan publik yang ditetapkan
pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63
Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
berdasarkan hasil wawancara dengan informan baik dari Dinas
Lingkungan Hidup maupun dari Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten
Barito Timur, hanya pada point tujuh dan terakhir yang tidak dapat
dipenuhi yaitu “Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai

termasuk penyedian sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika
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(telematika). Point kesepuluh adalah “Kenyamanan, lingkungan pelayanan
harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi,
lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas
pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.”

2, Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mngka meningkatkan
pelayanan perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL.

Walaupun dan segi proses administrasi publik dapat dikatakan
efektif, tetapi banyak faktor ckstermal yang kurang mendukung dalam
proses pelayanan perijinan di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu ketersedian
anggaran untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan pelaku usaha dan
pelatihan AMDAL dan teknik lingkungan lainnya, kemampuan sarana-
prasarana/ fasilitas yang masih kurang untuk meningkatkan faktor
kenyamanan dalam memberikan pelayanan.

Berbagai kendala maupun hambatan yang ada, tidak menyurutkan
upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan pelayanan
perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Berdasarkan peraturan Surat
Keputusan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor Tahun 2018 Tentang
Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur adalah
yang termuat pada Bidang Tata Lingkungan, Seksi Kajian Dampak
Lingkungan secara jelas memiliki tanggung jawab terkait pelayanan
dokumen lingkungan, yaitu : Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
bahan perencanaan program dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan
koordinasi rencana kerja operasional, penyusunan dan pelaksanaan nrusan

pencegahan  pencemaran atau  kerusakan  lingkungan  hidup.
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Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan,
Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan SPPL);
Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup (AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL); dan Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen
lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar dan
Konsultan). Pelaporan rencana teknis di bidang tata lingkungan; serta
pelaksanaan urusan pencegahan pencemaran dan/atau  kerusakan
lingkungan hidup.

Hal ini sesuai dengan pendapat Suwitri, dkk (2016: 6.4) pelayanan
publik adalah sebuah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada publik
oleh pemerintah, baik berupa barang atau jasa publik. Pelayanan ini
disebut berhasil manakala pemerintah memberikan pelayanan terbaiknya
pada masyarakat. Kualitas pelayanan yang diberikan secara umum
ditentukan melalui indikator-indikator tertententu. Indikator adalah
varigbel ukuran atau tolok ukur bagi yang dapat menunjukkan indikasi-
indikasi perubahan tertentu. Indikator tersebut tidak saja berorientasi
kepada bagaimana pelayanan tercipta, tetapi juga pelayan publik, dalam
hal ini aparatur pemerintah.

Menurut pendapat Widodo sendiri (2001;209) bahwa :

“Indikator kinerja organisasi dapat diukur dari indikator input dan
indikator output. Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, misalnya dana, SDM,
informasi, kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dan suatu kegiatan, misalnya produk atau jasa pelayanan publik”.
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Upaya peningkatan efektivitas pelayanan publik dokumen
AMDAL dan UKL-UPL merupakan tanggung jawab semua pihak sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pengurusan Dokumen
AMDAL dan UKL-UPL harus dilakukan sebagai bagian dari studi
kelayakan dan harus diintegrasikan dengan pemberian ijin usaha/ kegiatan.
Proses ijin hngkungan juga merupakan salah satu upaya agar dapat
mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Artinya pencapaian hal yang dimaksud, merupakan pencapaian tujuan
yang dilakukan oleh instasi pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui
Dinas Lingkungan Hidup, diperlukannya tindakan-tindakan untuk
mencapai hal tersebut. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif
apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya serta tepat
sasaran, Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi
pemerintah maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan
keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut
wewenang, tugas, dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi pendukung dan
penghambat proses pelayanan perijinan pengurusan Dokumen
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Timur.,

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui yang menjadi
penghambat dari proses pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup
adalah bukan dari faktor SDM {Sumber Daya Manusia), maupun internal
organisasi seperti struktur organisasi. Selama proses pelayanan perijinan
lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Barito Timur itu sendiri tidak selalu berjalan lancar, juga
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memiliki faktor penghambat antara lain berasal dari para pelaku usaha
yang terkendala dalam ketersedian data-data pendukung dokumen
AMDAL dan UKL-UPL yang akan dinilai, dokumen yang belum lengkap,
sehingga banyak yang perlu dilengkapi pada saat revisi atau proses
perbaikan dokumen. Selain itu pelaku usaha juga memerlukan dana yang
tidak sedikit dalam proscs perijinan lingkungan, antara lain mulai dari
sosialisasi ke masyarakat, konsultasi publik, pengumuman kc media,
proses pembuatan, penilaian dan perbaikan dokumen, kelengkapan data
dan kajian-kajian ilmiah terhadap dampak lingkungan akibat usaha atau
kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur khusus memberikan
pelayanan perijinan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)
kepada pelaku usaha yang bergerak di wilayah Kabupaten Barito Timur.
Untuk pelaku usaha yang berada di dua wilayah kabupaten tetangga atau
berbatasan maka pengurusan perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL
menjadi hak Provinsi. Begitu pula jika areal usaha pelaku usaha berada di
perbatasan 2 atau lebih Provinsi, maka menjadi kewenangan pusat yaitu
pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

Banyak faktor pendukung dalam proses pelayanan dokumen
lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur yang
sesuai dengan pendapat Moenir (2002:88) antara lain faktor kesadaran
pegawai, kemampuan dan keterampilan sehingga pelaksanaan
tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi

keinginan semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang
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memuaskan, Adanya kesadaran dari pepawai mengenai tindakan terhadap
tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa
pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik.

Adanya faktor aturan, yaitu peraturan dan perundang-undangan
yang mutlak mengatur dan menjadi pedoman di Dinas Lingkungan Hidup
dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab,
tersedianya bagan/alir proses perijinan, SOP (Standar Operasional
Prosedur) untuk memudahkan dalam proses pengurusan dan bekerja dalam
memberikan pelayanan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor
25 Tabun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyeclenpgara
pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan
menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok
ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Faktor sarana pelayanan yang memadai dan mencukupi sehingga
tercipta efektifitas dan efesiensi suatu pelayanan. Merupakan salah satu
faktor yang menjadi kendala dikarenakan kurangnya ketersedian dana
untuk pengadaan penambahan sarana dan prasarana, fasilitas untuk
meningkatkan kenyamanan, pada saat melaksanakan proses pengurusan
Dokumen Perijinan sampai dengan keluarnya Izin Lingkungan di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

Faktor pendukung lainnya adalah pelaku usaha maupun pihak
konsultan yang kooperatif dalam kesiapan dokumen dan data

pendukungnya. Selain itu untuk dana juga tidak hanya tergantung pada
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dana yang tersedia pada dinas, tetapi ada dana yang dibebankan pada
pelaku usaha/ pemrakarsa pada saat proses pengurusan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL yang termuat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana
Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan
Izin Lingkungan, pada BAB IV Pendanaan, pasal 30 s/d 32 bahwa dana
kegiatan dan jasa untuk penilaian Dokumen Penilaian AMDAL
dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan disesuaikan dengan standar biaya umum nasional atau
daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika pemerintah dapat menerapkan pelayanan publik dengan
baik, maka tidak hanya masyarakat ataupun para pelaku usaha yang
merasa terbantu. Namun kinerja pemerintah daerah juga menjadi lebih
efektif dan efisien.

Pemerintah pusat melalui penetapan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan tentang perizinan
dengan sistem OSS (Online Single Submission). Sistem OSS adalah
perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku
usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan pelayanan
terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan
secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui
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satu pintu. Berdasarkan penjelasan informan (WI1, YS) pada hari Senin,
Tanggal 10 September 2018 dan (WI4, ER) pada hari Selasa, Tanggal 18
September 2018, di pemerintahan Kabupaten Barito Timur mulai

diterapkan pada tahun 2019 karena masih dalam proses sosialisasi.
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BAB Y

KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang efektivitas
pelayanan perijinan Dokumen (AMDAIL dan UKL-UPL) di Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Barito, maka dapat disimpulkan menjadi

beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelayanan publik dokumen AMDAI. dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Timur cukup efektif baik dari segi waktu, tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam pengurusan.
Sedangkan yang menjadi penyebab pelaku usaha tidak memiliki Izin
Lingkungan disebabkan dari pelaku usaha sendiri yang memang tidak
mengurus dan melanjutkan dokumen hingkungan atau meneruskan proses
operasi kegiatan/usaha, stagnan.

2. Proses pelayanan publik Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur sudah menggunakan SOP
vang telah dibuat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
dan sesuai bagan/alir vang telah ditelapkan pada Peraturan Menten
Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun2013 tentang Tata
Laksana Penilaian dan Pemerintahan Dokumen Lingkungan Hidup serta
Penerbitan Izin Lingkungan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka

meningkatkan pelayanan publik Dokumen AMDAL dan UKL-UPL antara
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lain adalah penambahahan anggaran untuk pembuatan Peraturan Bupati
terkait Dokumen Lingkungan dan substansi terhadap jenis/usaha kegiatan,
peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, kualitas SDM di Dinas
Lingkungan Hidup, pengurusan akreditasi Laboratorium di Dinas
Lingkungan Hidup.

4. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pelayanan
publik pengurusan dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur adalah selain dari faktor
internal seperti pada point 3 di atas, juga faktor eksternal yaitu dan pihak
pelaku usaha sendiri yang kurang kooperatif atau memberikan data yang
tidak valid/lengkap terkait keabsahan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL
ketika dilakukan verifikasi oleh Tim teknis dan Sekretariat KPA (Komisi
Penilai AMDAL).

B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran
sebagal berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Barito Timur, melalui Dinas Lingkungan Hidup
melalui APBD Kabupaten perlu meningkatkan anggaran dalam
pelayanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana yang ada selama
ini masih sangat kecil.

2, Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan
pelatihan terutama yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

3. Peningkatan koordinasi baik antara dinas instansi, pemerintah kabupaten

lainnya, maupun pemerintah provinsi bahkan pusat. Terutama dalam
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penerapan peraturan baru sistem OSS (Online Single Submission), yaitu
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui
kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Peningkatan sarana-prasarana dan fasilitas publik untuk meningkatkan

kenyamanan dalam memberikan pelayanan.
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Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen,
okumen:

.................. , Lampiran Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2008-2028, Pemkab BartimTahun 2008.
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No Pernrakarma [/ Luas Alamut Wama Keglatan P p——— Pengesahan /Nomor 7 gan
Luss (Ha} IKalurahan tan ggal Pengesaban fNomor /Tanggal |  Pengwsahan/Mormor  /Tanggal
11 [PT. PUTRA ASYANO MUTIARA Kantor Pusat : Wisma Nugraha Pertambangan Ng SK BUP ;316 tahun No SK BUP : 19 Tahun 2011,
TIMUR Santana Bullding 14th Fir Roem Batubara 2009 g} 30-05-2009 Tel 14-2-2011
N.1416 JI. Jend. Sudirman Kav.7-8
Kelurahan Karst Tengsn, Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat. 1.027 Paku dan Awang
Kantar Cabang : JI. Nansarunal
Mo 498 Tamiang Layag, Telp/Fax.
0522-2091591
12 |PT. ALJABRI BUANA CITRA Kantor Pusat : It Panjang Mo, 22 Pertambangsn No SK 8UP; 390 Fahun |No 5K BUP: 20 Tahun 2011, Tgl
(Arteri Kelapa Dua) Kebun Jeruk, Batubara 2010, Tgl 5-10-20210 14-2-2011
Jakarta Barat.
Kantor Cabang : }l. Dambung Panti 4183 Patangkep Tutul
AT.7 No.B Desa Bentot, Kec,
Fatangkep Tutui, Telp.
+65281348513888
13 |[PT. SINAR BARITO GLOBAL Kompiek Kejaksasn No. 62 RT.1B ). | Pertambangan No SK BUP : 391 Tahun | No SKBUP: 17 Tahun 2011,
Haji Hasan Basni Kayuiang. Batubara 2010, Tg) 5-10-2010 Tgl 14-2-2011
Ban|armagin, Kaltmantan Selatan,
Telp/Fex. 05113304558 1056 fAwang
14 |PT. TAMBANG ANEKA MINERAL Kantor Pusal : Ruko Permata Ancol | Pertambangan No SK BUP : 393 Tahun | No SKBUP; 1B Tahun 201,
Blok G No. 27 JI. RE Maradinata Batubara 2018, Tgl 5-10-2010 Tgl 14-2-2011
Patemangan Barat Jakarta Barat Telp.
(215330552, Feax. 021-53672639
Kantor Cebang : Ji. Patianom { No. 74 1830 Awang, Dusun Thmur dan
Duisun Hillr-Tamiang Layang karusen janang
1% |PT.CIS RESOURCES JI. Bal Benawa No, 8 Batu Licin, Partambangan No SK BUP: 76 Tahun No SK BUP: 180 Tahun 2011,
Tangh Bumbuy, Kal-5el Telp/Fac: 0518- Batuhara 2011, Tgl 08-04-2011 Tgl 21-07-2011
75058 2.212 Raren Batuah
16 {PT.5APTA PERSONA DINAMIKA JI H. Abdyl Hatim No. 1 RT. 009 Partambangan No 5% BUP: 77 Tahun No SK BUP: 1B1 Tahun 2011,
RW.008, Clpinang Muars, Jatinegara, Batubara 2011, Tgl 08-04-2011 Tgl 21-07-2011
Jakaria Timur 12120 Tek.021-7228717 Dusun Thmur, Patangkep
Fax, 021-7227835 1658 tutui, Benua Lima
17 |PT. BARTIM METROPOLITAN JI Magantis, Keg. Dusun Timur, Kab. Fertambargan Na SK BUFP 380 A/2010, | No 5K BUP: 179 Tahun 2011,
PERKASA Barito Timur Batubara 1833 Dusun Timur, Awang Tgl 20-09-2010 Tgl 21-07-2011
12 {PT. KURNIA HASIL JI. Raya Kaiigaws KM. ¥ No. 303 Pertambangan No SK BUP : 116 Tahun | No. SK BUP 332 Tahun 2011,
Semarang 50118, Tolp.(024) 6581700, Batubara 011, Tgt 01-06-2011 Tl 06-10-2011
Fax. ((:24) 656071 /6583225 1.000 Dusun Timur
19 |PT. KURNIA ANEKA TAMBANG JI. Raya Kaliigawe KM, 7 No. 303 Pertambangan Mo SK BUP : 117 Tahun | Mo. SK BUP 333 Tahun 2011,
Semarang 50118, Telp.(D2d) 6581700, Batubara 2011, Tgt 01-06-2011 Tg 6-10-2011
Fax. (024} 6580719/6583225 2.025 Paku dan Karusen Janang
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Lok msj;::‘t s Lingkungon e 4s/43.par
No Permualtarasa f Luas Alzmat Nama Wegl Netevangan
Luas {Ha) Kecamatan /Desa | Pengesahan [Namor |, o han /Nomor /Tangesl|  Pengesshan/Nomor  fTangeal
/Kelurahan /Tanggal
95 |PT. SAWIT GRAHA MANUNGGAL  |Kantor pusat : wisma HSBL jalan regiatan Biogas, Faju Epat, kagruser Mg 5K BUP - 185 Tahun 2017, | Sk Bup Me 190 Tahun 2017 Tanggat 204
Diponegoro Kav.11 Medan Komposting dan Janang, paku, Dusun Tgl 20 Juni 2017 06-2017
Sumatera Utara Water Reservoir Tengah dan Pematang
Karau
96 PT. KARY4A GEMILANG LIMPAH Pusat : Kav. [Polri Blok A -XIl no, 308 {Feglatan 2.592 Kecamatan Patangkep  |Momor 660/ 16 f Kom-  {No SK BUF : 389 Tahun 2017, |Ner SK BUP : 392 Tahur 2017, Tgl 29
REZEKI Kel. Jelamber Jakarta Barat. Cabang{b>ertambangan Tutut Amdal/iXf2017 Tigl 29 Desember 2017 Desemnber 2017
JI. Exs Pertarning Km 5,5 Desa Lalap | Esatubara
Kec . Patangkep Tutul
97 PT. BANGUN NLJSANTARAJAYA  |Kator Pusat - Kav. Polri Blok A 15 [Kegiatan 3074 Kecamatan Patangkep |{Womor 660/ 15/ Rom-  [No SK BUP : 360 Tahun 2017, [No SK BUP : 393 Tahun 2017, Tgl 29
MAKMUR No, 3594 Jel ambar Jakarta Barat  |Pertambangan Tutui, Awang dan AmdalfIX/2017 Tigl 29 Desember 2017 Dessember 2017
Telp. 021-56 61045-5668902 Fax.  |Hatubara Fatanghep Tutui
D21-566104'3. Kanlor Cabang : JI. 1.
98, PT. SENAMAS ENERGINDO Kantor pusait : wisma HSBC jalan  |Pertambangan 2000 Luas Desa Janah Jari, No SK BUF : 73 Tahun 2018, Mea 5K BUP : 74 Tahun 2018, Tal &
MINERAL [ADEMDUM) Diponegore Kav.11 Med Etatubara/ lup/84,19 Kecamatan Awang . Tigl @ Februari 2018 Februari 2018
Sumnatera Se-latan fPenambahan Pit | Bukaan Fit Baru
T ambang
99, PT. SENAMAS ENERGINDO Kantor pusalt : wisma HSBC jalan Fencana 1122 Ha Desa Telang Baru, Mo SK Gub : 188.447 15 f 2017, [No SKGUB : 188.44 /16 f 2017, Tg! 31
MINERAL Diponegoro Kav.11 Medan Feningkatan Kecamatan Paju Epat . Tigl 31 Oktober 2017 Oktober 2017
Sumatera Selatan kapasitas
Terminat Khusus
100. PT. TRISULA KEMCANA SAKTI [ Kantor pusatt ; Jalan Panti Ajar RT  }Ferubahan Jangks 1.748 Ha Desa Kalarnus, Desa No SKBUP: 315 Tahun 2018  |Nec: 5K GUB : 316 Tahun 2018, Tgl 26
Adendum) 016 kW 003 Momor 63 Kelurahan  {\Waktu Operasi Gandrung, Desa Saing dan 24017, Tgi 26 Juni 2018 tuini 2037
Lanjas Kecernatan Teweh Tengah, |Produks!dan Desa Sumber Garunggung
Kabupaten Slarito Utara Kegiatan Kecamatan Paku dan
Feledakan Kecamatan Dusun
[ Masting} Tengah.
Pertambangan
Hatubara
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UKL-UPL
Lokasl Rekomendiasi UKL-UJPL tzin Lingkungan IKRterangan
N Pemrakarass Alamart Nama n mata
° " Kagiats Luas (Ha) Kpea n /iDess Pengesahan /Momor /Tanggal Pengesa han/Nomor
f¥elurshan JTanggal
101 | KUD Mantohing Jaya Lestari Cioal  |Desa Saing, Kecamatan Patangkep Tutui, | Pertambangan Batu 84,73 Patangkep tutwi 660/162/BLK/2006 Tgl
Mining Kabupaten Barito Timur, Bara 06/03/2006
102 |[CV. Bangun Bersaudara Desa Telang Baru RT. 0.2, Kecarnatan Paju Pasir Kuarsa 75,03 Paju Epat, Desa 660/104/BLH/ 21007 Tel
Epat, Kakupaten Barito Timur. Telang Baru 1B/QE/2007
103 |Koperasi Bina Rimba Bakti Amipari  |Ampari Bura, Kecamatan patangkep Piertambangan Batu 84,1 |Patangkep tutui 660/191/BLH/21308 Tel
Bura Tutui Bara 17/09/2008
104 |PY. Indobara Niaga Adhigradana Jalan Ahmad Yani Momear 25, Desa Jaar, Pe nambangan Bahan 198,56 Dusun Tengah dan  |660/24/BLH/20109
Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Paku Tgl 29/01/2009
Barito Timur.
105 |Koperasi Jembatan Dua Mandiri Jalan Pesa - Jembatan [ua, Kecamatan Pertambangan 100 Dusun Tengah 660/51/BLH/ 20119 Tl
Dusun Tengah, kabupat:en Barito Timur, Batubara 23/03/2009
Provinsi Kalimantan Tengah.
106 |Koperasi Garunggung Bersatu Jalan Desa Garunggu Bersatu Kecamatan | Piertambangan Baru 100 Dusun Tengah 660/219/BLH/ 21000 Tgt
Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Bara 10/08/2003
107 | 5P8U PT. Partamina Tamiang 5PBU 2,944 Dusun Tengah 660/277/BLH/ 21309
Layang Tgl 12/10/2009
108 |Stockfite dan Dermaga PT. Batubara Staickfile dan Dermaga 4 Paju Epat, Desa 660/298/BLH/ 21009
Bandung Telang Baru Tgl 28/1.0/2009
109 | PT. Rimay Electrig |0esa Jaweten, Kecamatan Dusun THmur. Fembangkit Listrik +6,4 Dusun Timur 660/ 299/BLH/ 2109 SK Bup No 540 Tahun 2017
Tenaga Uap [PLTU) Tgl 28/10/2009 Tanggal 05 Desember 2017
110 | PT. Mitra Taia Steickfibe dan Dermaga + 30,450 Paju Epat, Desa 660/31/BLH/20:10
Telang Baru Tgl 13/01/2010
111 | PT. Senamas Energindo Minerial Pertambangan Batu 19,818 Paju Epat 660/254/BLH/ 2010
Bara Tg! 02/08/2010
112 |PT. Tabaiong Pratama Mineral Tamiang Layang Pertambangan Batu 128,9 Paju Epat 660//149/BLH/ 22010
Bara Tg! 19/04/2010
113 |CV, Cipta Coalindo Kantor Pusat ; Jalan Griyva Babatan Mukti | Pertambangan Batu 164 Dusun Timur 660/148/BLH/20010
D-17 Surabaya. Kantor Cabang Jalan Bara Tgl 19/04/2010
[ Pramuka Tamiang layang, Kabupaten
Jaarito Timur, Provinsi X alimantan
Tengah.
114 |KUD Tuha Redeh Jalan Hayap/ng Nomaor 138, RT 01 Prertambangan Batu 55,77 Paku

Kalamus, ¥ecamatan Paku, Kabupaten
Barlte Timur.

Bara
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Lokasi Rekomendosi UKL-UPL Izin Lingkungan Keterangan
No Pemraksrase Alamat Nama Kegistan Kecannatan /Desa Pangesahan/Nomor
L Ha |
uas (Ha) /Kelurshan Pengesahan /Nomor fTangga n )
115 |PT. Batu Gunung Haruyan Kantor Pusat : Jalan Plajau RT 09. RwW. 07,] Pertambangan Batu 100 Dusun Timur 660/70/BLH/20:11 Tgl
Batu Licin Provitsi Kalimantan Sefatan. Bara 21-3-2011
[Kantor Cabang : Tamiang Layang
116 {Koperasl Gunung Pana mputut Piertambangan Batu 99,97 Dusun Tengah 660/331/BLH/21011
Welum Bara Tl 30/06/2011
117 |Dinas Perhubungan, Komunikasi talan Abhmad Yanl Nemor 199 Taniran Pembangunan 660/397/B1H/2010
dan Informatika Provin si |Pasar panas Derrmaga Telang Baru Tgl 23/11/2010
[Kalimantan Tengah
118 |Pertaming EP (pertamina Unit Bisnis |Jalan Minyak Nomor 1 Murung Pudak Pengembangan 660/95.a/B8LH/2011, Tanggal
EF Tanjung) Tanjung Lapangan Migas 31 Maret 2011
Terbatas FIELD
Kambitin, Kecarmatan
Patangkep Tutui.
119 |CV. HTN Rudi Berkah Sekumpul Jalan Sekumpu! RT, 004/ RW. 006 Pertambangan Batu 124,4 Dusun Tengah dan |660/334/BLH/20011
Kelurahan Jawa Kecamatan martapura. Bara Paku Tgl01/07/2011
120 |PT. Tamiang Rubber Villa Bukit Regeincy | PC 611 BL 00C Pembangunan Pabrik 5 Paku 660/471/BLH/20011
Momor 0113 RT 003 RW 015 Lontar- IPengolahan Karet Tgl 18/10/2011
|Lakasantri Surabaya
121 |Dinas Perhubungan, Komunikasi Jalan 5. Parman Mo 1 Palangka Raya. Pembangunan 55 Dusun Tengah, 660/484/BLH/ 20311
dan informatika Provinsl Terminal AKAP Ampah Desa Ampah Tgl 27/10/2011
Kalimantan Tengah
122 [Koperasi Garunggung Bersatu Pertambangan Batu 100 Dusun Tengah 660/513/BLH/ 21311
Bara Tgl 30/11/2011
123 |PT. Kikoba Utama Kantor Pusat : Lialan Batubenawa Nomar | Pertambangan Batu 197 Paku, [esa BEU/04/BLHS 2012
9 Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Bara {Gandrung TRl 05/01/2012
|5elatan. Kantor Cabang: Jalan Manunggal
RT 06, RW 02 Nomor 48 Kelurahan
Tamiang Layang;, Kabupaten Barito
TImur.
123 |PT. Inda Butirima kantor Pusat: Mienara 165, Lt, 6 Unit D, Pertambangan Batu 20,51 Paku BBD/E1/BLH/ 2012
Jalan TB Simatu pang Kav, 1 Jakarta. Bara Tgi 05/03/2012

Kantor Cabang: Jatan Ahmad Yyani, Gang
Pelita Nomor 107 RT, 02 Tamiang Layang
, Xabupaten Bartto Timur, Provinst
Kalimantan Tengah.
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Lakasi Reloomendasi UNL-UPL izin l..ingl:un!an Keterangan
No Pemnraksrasa Alamat Nama Kegiatan Luas (Ha) l-c;:r:lh;;:m Pangesashan /Nomar /Tanggat F'anp;::::::om
125 |PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur|Kator Puisat : Kav, Polri Blok A 15 No, Pembangunan 50,1682 |¥aju Epat 660/130/BLH/2012
3584 Jel ambar Jakarta Barat Telp. 021- Underpass Tgl 02/04/2012
5661045 -5668902 Fax. 021-5661045.
Kantor C:abang : JI. il. PT. Yayang Desa
Lalap Ke ¢. Patangkep Tutui
126 |PT. Prima Coal Chemicial kantor P usat : Jalan Pluit Selatan Biok & Pertambangan Batu 500.000 M2 Dusun Timur, Desa |660/171/BLH/2012
Engineering Nomor £11-1 | Penjaringan Jakarta Utara, Bara Karang: Langit Tgl 15/05/2012
Kantor € abang; Jalan Pati Anom i Nomor
A Dusu i Timur, Tamiang Layang
127 |PT. Daya Bara Energi N usantara Kantor Flusat : Graha STR 2th Floor Jalzin Pertambangan Batu 147.3 Patang kep Tutui GR0/172/BLH/2012
Ampera Raya Nomor 11 jakarta Selatan. Bara Tgl 16/05/2012
Kantor Cabang - falan Or. Prodalin Ukur
RT 8 Kehurahan Tamlang Layang,
Kecamat:an Dusun Timur.
128 |Koperasi Gunung Panamputut latan Patianom 3 Noemor 28, RT 03, Fertambangan Batu 99,67 Dusun Tengah, 660/173 /BLH/2012
Welum Tamiang: Layang, Kecamatan Dusun Bara Desa Saing Tg! 16/05/2012
Timur, K abupaten Barito Timur,
129 |KUD Tuha Redeh Pertambangan Batu 55,77 Paku -
Bara |
130 (Cv, Cipta Colindo Tamiang: Layang, Kabupaten Barito Pertambangan Batu 184 IDusun Tengah, 660/55/BLH/2012
Tirmwr, Bara Desa Rodok dan Tgl 05/02/2012
Saing
131 |PT. Anugerah Patongson Pertambangan Batu 6604296 /BLH/2012
Bara Tel 12/06/201.2
132 [Koperasi Baru Ingkang Kari Pertambangan Batu 680/350/8LH 2012
Bara Tgl 23/07/2012
133 [CV. Rudy Jaya Mandiri Jalan Selxumpul RT. 004/ RW. 006 Pertambangan Batu 197,5 Patang kep Tutui 660/60/BLH/2012
|Kelurahiin Jawa Kecamatan martapura. Bara Tgl 27/02/2012
134 |Dinas Tenaga Kerja Dan Jalan A, Yani KM, 5,5 Simpang Badung, Pembangunan + 1.500 Paju Epat 660726/ 1.2/BLH 5K 13up No 51 Tatiun 2013
Transmigrasi Kabupaten Barito Tamlang; Layang Permnukiman Tgt 18/01/2013 Tanggal 15-02-2013
Timur Transmigrasi Baru UPT
Telang Siong 5P-1
135 |CV. Umpu Kakah Partama Jalan Amipah - Muara Teweh Km. 18, Pertambangan Batu 150,5 Raren batuah, Desa |660/262 /4.2/BLH SK Bup No 192 Tahun 2013
Desa Bairuyan, RT. 01, kabupaten Barito Bara Baruyan Tagl 1/05/2013 Tanggal 14-05-2013
Timur
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Lokasl Rekomendzsi UKL-UPL 1zin Limgkungan Keterangan
No Pemnrakarasa Alamat Namas Keglatan Lisos [Ha) hc;:::::' h::eu Pengesahan /Nomor /Tanggal th;; I::l-n{?:mw
147 | PT. Balawa Energi Utama Komplek Mutiagt-a Taman Palem Blok A7 Pengeboran Sumur 1.131 Dusun Timurdan {660/327/1.2/BLH
Nomor 25 RT 006 RW 014, Cengkareng ful:] "} Paju Epat Tgl 14/05/2015
Timur fakarts Barat
148 | PT. Zeru Babel Internasianal Jalan KH. Wahid Hasyim No. 27 Kel. ¥bon | Pembangunan Pabrik t 44,148 Dusun Timur dan  |660/400/1.2/BLH SK Bup No £114 Tahun 2015
Sirih, Xecamatan Menteng, Jakarta Pusat.] Industri Pengelolaan Paju Epat Tgl 26/11/2015% Tanggai 26-11-2015
Kayu Karet Tua
{Sawmill)
149 |PT. Alam Sukses Lestari |Plaza Asia 23 "Floar", jalan Jendral Fremantaatan Hasil + 19.500 Raren Batuah  |660/001/1.2/8LH 5K Bup No 12 Tahun 2016
Soedirman Kav. 59 Jakarta Hutan Kayu Dralam Tgl 05/01/2018 Tanggal 06-01-2016
R.estorasi Ekosistern
Pada Hutan Produksi
150 |Koperasi Bangun Gandrung Desa Gandrung, Kecamatan Paku, Pertambangan 80,51 Desa Gandrung
Sejahtera |Kabupaten Baril:o Timur. batubara
151 |%xUD Mantohing laya Lestari Pertambangan 23,5 Patangkep tutul
Batubara
152 |PT. Batubara Bangung Pratama Jalan Raya Xm 2, Rodok Ampah, Ke giatan Transportasi 80 Kabujsaten Barito
Kabupaten Barit:o Timur, Provinsi Batubara Timur
Kalimaritan Tengah.
153 | PT. Sekawan Jaya Makmur Kantar Pusat: G edung Batang garing Ingdustri Finir tanggang
lantai 3 KAV, 303 B Jalan DI panjaitan
Nomor 1 Palangka Raya. Kantor Cabang:
Jalan Negara Ampah-Buntok RT 9 AW 2
Banti Hayuput Bambulung, Kecamatan
Pematang Karau, Kabupaten Barito
Timur.
154 {Pertamiana EP Gedung Menara Standard Chartered, Survei Seismik 3D Kecamatan Tanjung
Lantai 23 latan Prof. Dr satrio nomor 164, Marlin kambitin dan kecamatan
Jakarta Sefatan Provinsi Kalimantan Murung Pudak
Selistan dan Kalimantan kabupaten
Tengah. Tabiabong dan
Kecarnatan Benua
Llma, Kecamatan
Pataingkep Tutui
Kabupaten Barito
Timur.
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Lodea si Rekomendasi UKL-UPL Jzin tingkungan Keterangan
No Penirakarasa Alamat Nama Keglatan Kecamatan /Desa Pengesahan/Momor
Luas {Ha) Keturahan | Pengesahan /Nomor /Tanggal Iranggel
155 |PT. Gunung Ermnas Abadi Jalan Janur Kuning VI, Blok WIN 2/15, Pelabuhan Khusus Sungai Napu, Desa |Mlomor 660/30/BLH/2010
Kelapa Gading, fakarta Utara batubara Telang baru,
Kecamatan Paju
Epat
156 |Kelompok Tanl { suka Maju) Desa  |Dinas Pertanian Kabupaten Bartte Timur, | Percetakan Sawah 18 Desa Malintut  {€:60/24/Kom-Amdalfillf2016.  |SK Bup No 440 Tahun 2016
Maiintut Jalan Ah mad Yanl KM, 2 Tamiang Layang 1gl 2 Mei 2016 Tanggal 14-11-2016
157 |Kelompok Tani Membangun Nataka | Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur, | Percetakan Sawah 108 Ampah Kota 660/22/Kom-Amdal/Ill/2016. |SK Bup No 442 Tahun 2016
Jaian Ahmad Yani KM. 2 Tamiaing Layang Tel 2 Mei 2016 Tanggal 14-11-2016
158 [Kelompok Tani Berkat kakal Dinas Pexrtanian Kabupaten Barito Timur, Percetakan Sawah 104 Desa Tampa 660/21/Kom-Amdalfllf2016. |SK Bup No 441 Tahun 2016
Jalan Al mad Yan! KM, 2 Tamiang Layang Til 2 Mei 2016 Tanggal 14-11-2016
159 |Kelompok TaniTeguh tancar Dinas Perrtanlan Kabupaten Barito Timur, Percetakan Sawah 152,46 Desa Wuran £i60/23/Kom-Amdal /2016, [S% Bup No 439 Tahun 2016
lalan Ahmad Yant KM. 2 Tamiaing Layang 1°gl 2 Mei 2016 Tanggal 14-11-2016
160 [CV. Restu Dewi mandiri Jalan A. Yanl KM. 4 Perumahan Mekar Pertambangan 30,58 Desa Saing £i60/ 139  /1.2/DLH, Tgi 22 SK Bup No 153 Tahun 2016
Indah Namor, 016 RT. 014 Tamiang Eksgiorasi Tanoh Maret 2017 Tangral 09 -5 -2017
Layang, Kecamatan Dusun Timur, Merah
161 |KE BABAI TANJIJNG LIMITED Sona Toipas Tower, Lantai 10, Jalan Integrasi Setsmik 2D Kecamatan Dusun  |€360/26/Kom-Amdal/XI1/2016. |SK Bup No 176 Tahun 2017
Jendral Sudirman, Kav., 26, jakarta Darat Blok Babai Tirmur, Benua Lima, |1°gl 27 Desember 2016 Tanggal 06-Juni-2016
Tanjung Paju Epat dan
Pematang Karau
162{KLID. BERKAT 5 ADAR Jalan Manunggal | Pasar Raya RiT. 03, Pertambangart 96,34 Kecamatan £60/334/1.2/DLH Tgl 12 5K Bup No 176 Tahun 2017
|8eniot K.ecamatan Patangkep Tutui, Batubara Patanghep Tutui Oktober 2017 Tanggat 13 Oktober 2017
163 IFT. WINGS SEIATI |komple Dorong Permal Nomaor 9B RT, Pembangunan dian 5 Desa Did| 660/380/ 1.2/DLMH Tg} 22 SK Bup No 385 Tahun 2017
001, Xeturahan Tamiang, Kecarnatan Dperasional Stockpile Kecamatan Dusun Desember 2017 Tanggal 27 Desamber 2017
Dusun Timur. batubara, sarana dan Tmur
prasarana penunjang
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Lampiran 2. Pedoman dan Daftar Wawancara

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INSTRUMEN PEDOMAN DAN DAFTAR WAWANCARA
LEMBAR PENILAIAN
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EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Metode Wawancara : (Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Lingkungan,
Kepala Seksi dan Pelaksana)
A. ldentitas Nara Sumber/ Informan

Nama

..................................................................

Jenis Kelamin :  Laki-laki/Perempuan
Usia

Jabatan

Pendidikan Terakhir

..................................................................

..................................................................

B. Pertanyaan
a. Kebijakan Pemerintah

1. Bagaimana dengan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Barito
Timur, dalam hal pendanaan untuk program/kegiatan pelayanan Izin
Lingkungan terkait Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup?

Jawab :

2. Apa yang telah dilakukan pemerintah daerah terkait implementasi
peraturan dan perundang-undangan yang mengatur masalah Izin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?

Jawab :

3. Apakah dalam proses Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-
UPL memerlukan koordinasi atau kerjasama dengan dinas instansi
lainnya?

Jawab :

b. Efektivitas

4. Apakah menurut Bapak pelayanan Izin Lingkungan Dokumen
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup
efektif? Kalau ya, apakah masih bisa ditingkatkan lagi? Jika belum,
apakah ada upaya-upaya dalam peningkatan pelayanan?

Jawab :
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5. Selain faktor penghambat, faktor-faktor apa saja yang dapat
mendukung proses pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup?

Jawab :

6. Berdasarkan data dan tabel yang telah diolah dapat terlihat masih
banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki Izin Lingkungan,
Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi permasalahan dan
penyebabnya?

Jawab :

7. Apakah setiap pelaku usaha sudah mengetahui prosedur dan
persyaratan dalam pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL?

Jawab :

8. Apa saja yang menjadi dasar hukum dalam proses pelayanan lzin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?
Jawab :

9. Bagaimana bagan alur mekanisme dan tata cara pengajuan dan
penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?
Jawab :

10. Persiapan apakah yang harus dan perlu disediakan para pelaku
usaha untuk persiapan pengurusan sampai keluar Izin Lingkungan?
Jawab :

11. Apa target dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan
dibuat untuk menunjang Dokumen AMDAL dan UKL-UPL dapat
diterapkan dengan baik di lapangan?

Jawab :

Apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cfektivitas
pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDALdan UKL-UPL?
Jawab :

—
)

13. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan Izin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?
Jawab :

¢. Pelayanan Publik
14. Bagaimana dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal

pengembangan SDM untuk meningkatkan mutu pelayanan publik?
Jawab :
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15. Apa saja faktor penghambatnya dalam proses pelayanan Izin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup, serta cara mengatasinya?

Jawab :

16. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam
pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?
Jawab :

17. Bagaimana dengan target pencapaian pelayanan publik terhadap
pelaku usaha untuk mengurus Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL?

Jawab :

18. Bagaimana ketersedian terhadap fasilitas sarana-prasarana pelayanan
publik Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?
Jawab :

19. Apakah produk darn Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-
UPL ini dapat memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha?
Jawab :

20. Apakah pengenaan biaya/tarif pelayanan sudah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangannya?
Jawab :
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EFEKTIVITAS PELAYANAN PERLJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sumber Penilaian : (Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Barito
Timur yang wajib mengurus Dokumen AMDAL dan UKL-UPL
A. Identitas Nara Sumber
Nama RO UISOTOPITURORON
Jenis Kelamin :  Laki-laki/Perempuan
Usia e sttt b st sere s |
Jabatan OO SOOTIOO
Pendidikan Terakhir L et s et et e e b e sreesreeerees
Perusahaan  ereererree et e et et sae st eaenen
B. Pertanyaan
Efektivitas dan Pelayanan Publik

1. Apakah Bapak/lbu sebelumnya sudah mengetahui prosedur dan
persyaratan dalam pengurusan ljin Lingkungan Dokumen AMDAL dan
UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur?

Jawab :

2. Apakah Bapak/Ibu sebelumnya pemah melakukan pengurusan Ijin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan
Hidup di Kabupaten atau daerah lainnya? Apakah ada perbedaan

prosedural pengurusan?
Jawab :
3. Faktor-fakitor apa saja yang menghambat Bapak/lbu dalam memenuhi

peryaratan untuk pengurusan [jin Lingkungan Dokumen AMDAL dan
UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup?
Jawab :

4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung Bapak/Ibu dalam memenuhi
peryaratan untuk pengurusan [jin Lingkungan Dokumen AMDAL dan
UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup?

Jawab :

5. Apakah proses pelayanan yang Bapak/Ibu rasakan membutuhkan mata

rantai yang panjang dan berbelit-belit?
Jawab :
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6. Apakah prosedur persyaratan administrasi (dokumen) mudah dipahami
dan mudah dilaksanakan untuk dilengkapi? Dan mohon penjelasannya!
Jawab :

7. Apakah waktu yang dibutuhkan Bapak/Ibu mengurus Jjin Lingkungan
Dokumen AMDAL dan UKL-UPL dari mulai sampai selesai (keluarnya
ijin lingkungan) sudah sesuai harapan?

Jawab :

8. Apakah menurut Bapak/Ibu pengenaan biaya/tarif pelayanan [jin
Lingkungan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Jawab :

9. Menurut Bapak/ Ibu, Apakah produk dari [jin Lingkungan Dokumen
AMDAL dan UKL-UPL ini dapat memberi kepastian hukum bagi para
pelaku usaha?

Jawab :

10. Apakah yang Bapak/bu rasakan selama proses pengurusan Ijin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan
Hidup? Apa saran Bapak/ Ibu untuk perbaikan pengurusan perijinan
lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup?

Jawab :

11. Fasilitas-fasilitas apa saja, menurut Bapak/Ibu yang diperlukan agar
mendukung kenyamanan dalam proses pengurusan [jin Lingkungan di
Dinas Lingkungan Hidup?

Jawab :
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Lampiran 4. Transkrip Hasil Wawancara

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari Senin, Tanggal 10 September 2018

Metode Wawancara : (Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Lingkungan,
Kepala Seksi dan Pelaksana)
A. Identitas Nara Sumber/ Informan 1 (WI1,YS)

Nama . Yanto Sawal, ST.. MAP

Jenis Kelamin :  Laki-laki

Usia : 59 Tahun

Jabatan :  Kadis DLH Kabupaten Barito Timur
Pendidikan Terakhir 82

B. Percakapan Terkait Kebijakan Pemerintah, Efektivitas dan Pelayanan
Publik

P: Selamat Pagi Pak!

[ : Selamat Pagi!

P: Seperti yang sudah Saya sampaikan sebelumnya kepada Bapak,

terkait dengan permohonan Izin Penelitian yang Saya laksanakan,

yaitu tentang efektivitas pelayanan perijinan di Dinas Lingkungan

Hidup selama ini, Saya mohon waktu untuk mulai mewawancara

Bapak sebentar sebagai bahan/informasi.

Baik, silahkan!

P: Pertanyaan pertama Saya Pak, Bagaimana dengan dukungan
pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, dalam hal pendanaan
untuk program/kegiatan pelayanan Izin Lingkungan terkait
Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup?

[ : Pertama-tama pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Timur mendukung semua kegiatan/program yang
memiliki tujuan bersama untuk kemajuan di Kabupaten Barito
Timur, contohnya kemudahan dalam proses perijinan ini adalah
dukungan pemerintah dalam program kegiatan tahunan, sehingga
semua rencana/usaha di Kabupaten Bartim dapat terinventarisir dan
memiliki Izin berusaha, salah satunya tujuan agar proses investasi
yang masuk ke Bartim lebih mudah, para investor tidak terkendala
dengan urusan administrasi yang ruwet. Hanya saja Kita sama tahu,
masalah yang umum terjadi adalah dalam hal pendanaan, karena
yang diurus banyak, sehingga perlu aGa skala prioiiias dan terbagi-
bagi dengan rencana/program lain, bahkan banyak aspek penting

=
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lainnya.  Sehingga, walaupun mulai awal tahun 2017 telah
ditetapkan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, yang sebelumnya
hanya Badan Lingkungan Hidup, tetapi dana yang bertambah tidak
terlalu signifikan. Tetapi, pelan-pelan pasti tetap dipikirkan dan
diusahakan semua anggaran untuk ditambahkan sesuai keperluannya.
Sehingga setiap Program/kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan,
disamping itu harus memperhatikan dana yang menjadi skala
prioritas kegiatan. Untuk pelayanan perijinan sendiri tidak
memerlukan dana karena untuk jasa penilaian ditanggung oleh
pemrakarsa sesuai PP 27 tahun 2012,

P . Jadi tidak masalah Pak, dengan dana yang minim?

Benar, cukup. Terutama untuk mengefisien anggaran, jadi untuk

melaksanakan perjalanan dinas 1 atau 2 orang saja yang berangkat

pada saat perifikasi data di lapangan penilaian dokumen, tidak harus
rombongan yang berangkat.

P : Baiklah Pak, selanjutnya apa yang telah dilakukan pemerintah
daerah terkait implementasi peraturan dan perundang-undangan yang
mengatur masalah Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-
UPL?

I : Pertama-tama yang dilakukan adalah jika ada peraturan baru, segera
disosialisasikan, yang kedua terhadap perusahaan-perusahaan yang
bergerak di urusan tambang, sawit,dll dilakukan pembinaan, Dinas
Lingkungan Hidup juga sudah menyusun draf peraturan bupati
terkait Dokumen Lingkungan, yaitu tentang penentuan substansi
jenis/rencana usaha, selain itu untuk tahun 2018 anggaran untuk
fungsi pengawasan dokumen lingkungan terkait implementasi di
lapangan, pada saat musrenbang kemaren pada waktu pembahasan di
dewan ada penambahan anggaran. Langkah selanjutnya adalah
Pemda melalui DLH juga memprogramkan kegiatan untuk
menginventarisasi semua kegiatan di kabupaten baik itu yang belum
berizin maupun yang sudah untuk ditindaklanjuti. Bagi yang berizin
akan dimonitor/evaluasi baik dari perijinan maupun pengelolaan
lingkungannya, sedangkan bagi yang belum berizin maka wajib
segera diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

P: Apakah dalam proses Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan
UKL-UPL memerlukan koordinasi atau Kerjasama dengan dinas
instansi lainnya?

[ . Iya perlu, pasti itu, setiap kegiatan terutama masalah lingkungan,
dimana selama ini sering bersentuhan langsung dengan masyarakat
dan para pelaku usaha, selain itu dalam KPA juga beranggotakan tim
teknis yang dipilih dari berbagai instansi yang memiliki kepentingan
dan saling berkaitan, koordinasi dilakukan, contohnya dengan aparat
kepolisian, dinas perhubungan, dinas PUPR, dinas kesehatan, dinas
sosial, kepala wilayah di setiap kecamatan, kepala desa, tokoh
masyarakat, terutama yang terkena dampak lingkungan dari
kegiatan-kegiatan pertambangan ataupun jenis usaha lainnya.

[a—
‘e
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b. Efektivitas

P: Apakah menurut Bapak pelayanan Izin Lingkungan Dokumen
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup
efektif? Kalau ya, apakah masih bisa ditingkatkan lagi? Jika belum,
apakah ada upaya-upaya dalam peningkatan pelayanan?

I : Menurut Saya sudah cukup efektif, tetapi perlu ditingkatkan lagi ke
arah yang lebih baik, apalagi tidak lama lagi ada peraturan baru dari
pusat tentang sistem OSS, melalui jaringan online serta bekerja sama
dengan Kantor perijinan/ PTSP (Perijinan Terpadu Satu Pintu) untuk
penerbitan perijinan, harapannya proses perijinan akan lebih efektif
lagi.

P : Untuk upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh DLH Pak?

Pertama dengan meningkatkan kemampuan SDM, yaitu mengikuti

pelatihan-pelatinan, yang kedua penyedian sapras (gedung, fasilitas

pelayanan meja- kursi, ATK, elektronik, sound system, dll).

P : Berdasarkan data dan tabel yang telah diolah dapat terlihat masih
banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki Izin Lingkungan,
yaitu ada 31 perusahaan, Menurut Bapak apa yang menjadi
permasalahan dan penyebabnya?

I : Pertama perusahaan kekurangan dana, belum merasa perlu
melakukan kegiatan/ produksi sehingga ada penundaan dulu, atau
ada kendala lain seperti gangguan sosial : permasalahan dengan
masyarakat, terkendala lahan, tidak mendapat dukungan dari
masyarakat sekitar lahan tempat melakukan [zin usaha pada saat

melaksanakan sosialisasi, dll.

P : Jadi masalahnya bukan di proses pelayanan di Dinas ya Pak?

Oh, bukan! Karena setiap Dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang

masuk dan diurus cepat oleh pelaku usaha, proses administrasi lancar

dan lulus oleh tim verifikasi di sekretariat dan selanjutnya dinilai
oleh TIM KPA, maka proses keluamya Izin Lingkungan juga cepat.

P : Apakah setiap pelaku usaha sudah mengetahui prosedur dan
persyaratan dalam pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL Pak?

[ : Rata-rata sudah tahu, karena setiap ada peraturan baru keluar di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun di Provinsi
semua dinas/instansi terkait dan para pelaku usaha pasti diundang
dan mendapatkan sosialisasi.

P : Kalau di kabupaten belum ada ya Pak?

1 : Beberapa tahun ini b¢lum ada, karena belum adanva anggaran dan
kegiatan untuk sosialisasi. Tetapi, walaupun belum ada anggaran
sosialisasi, para pelaku usaha yang mengurus perijinan lingkungan
tetap akan mendapat penjelasan dan arahan khususnya pada bidang
yang menangani masalah dokumen lingkungan yaitu di Bidang tata
Lingkungan DLH Barito Timur.

Lo |
.
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e
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c. Pelayanan Publik

P : Apa saja faktor penghambatnya dalam proses pelayanan Izin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup, serta cara mengatasinya?

[ : Ketidaksiapan dokumen pemohon, termasuk data-data yang diminta
pada proses administrasi pemohon, selanjutnya pada saat investigasi
atau verifikasi data di lapangan banyak perusahaan yang belum
memiliki kantor yang tetap atau susah dicari.

P : Selain faktor penghambat, faktor-faktor apa saja yang dapat
mendukung proses pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup, Pak?

I : Antara lain, faktor kerjasama dengan instansi terkait, selain itu
kecepatan dan ketepatan pemohon atau pelaku usaha dalam
melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses perijinan
lingkungan.

P : Selanjutnya, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat atau pelaku
usaha dalam pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan
UKL-UPL, Pak?

I : Rata-rata cukup baik, hanya saja untuk pelaku usaha yang
skala/substansi lebih kecil seperti bengkel dan hotel-hotel yang juga
memiliki limbah belum ada yang mengurus, dimana terkendala
belum adanya peraturan bupati sebagai payung hukum untuk
penertiban. Tetapi, ada perbedaan dokumen lingkungan, untuk
pelaku usaha yang lebih kecil substansinya mereka hanya wajib
meneurus SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan,

P : Pertanyaan terakhir Pak, terkait biaya/atau tarif pelayanan proses
perijinannya bagaimana Pak?

[ : Sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku, dimana segala
biaya yang diperlukan dalam proses perijinan lingkungan di
tanggung oleh pihak pemrakarsa.

P : Baiklah Pak, kiranya cukup sekian pertanyaan dari Saya, terima
kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan untuk Saya
selama proses wawancara ini.

: Sama-sama, semoga semuanya dilancarkan.
P : Amin Pak.

]
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FEKTIVITAS PELAYANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN
UKL-UPL) D1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINS]I KALIMANTAN TENGAH

Hari Senin, Tanggal 03 September 2018

Metode Wawancara : (Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Lingkungan,
Kepala Seksi dan Pelaksana)
A. I1dentitas Nara Sumber/ Informan 2 (W]2,YH)

Nama :  Yulli Hefirianti, ST
Jenis Kelamin :  Perempuan
Usia : 41 Tahun
Jabatan :  Kabid. Tata Lingkungan DLH Kabupaten
Barito Timur
Pendidikan Terakhir :  SI Teknik Lingkungan
B. Percakapan Terkait Kebijakan Pemerintah, Efektivitas dan Pelayanan
Publik

P : Selamat Siang Ibu!

1 : Selamat Siang juga Bu Dewi!

P : Terkait dengan penelitian Saya tentang Efektivitas pelayanan di
Dinas, ada beberapa hal yang ingin Saya ketahui lebih dalam lagi.

I : Baikiah, silahkan Bu Dewi.

P: Yang ingin Saya tanyakan, apa saja bentuk dukungan berupa dana
dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait implementasi
peraturan dan perundang-undangan yang mengatur masalah perijinan
lingkungan?

I : Untuk tahun ini hanya ada dana untuk kegiatan monitoring dan
pelaksanaan/penerapan dokumen lingkungan, yaitu sebesar Rp.
5.105.000,-. Dapat dibayangkan sangat minim, Mudah-mudahan ke
depannya lagi dapat ditingkatkan. Untuk masalah terkait
implementasi peraturan perijinan di daerah, adalah masih belum
adanya Peraturan Bupati sebagai substansi dasar untuk mengatur
tentang rencana data jenis usaha, yang wajib untuk UKL-UPL, yang
nantinya diharapkan pada Tahun 2019 terealisasi, sedangkan untuk
penilaian Dokumen AMDAL Kita diwajibkan mengikuii aturan
pusat baik itu dart UU RI No.32 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampai dengan turunannya dan PP
atau Peraturan Pemerintah lainnya. Sedangkan untuk bentuk
dukungan yang diperlukan yaitu berupa dana di anggaran DLH,
seperti kegiatan pengawasan serta verifikasi dan implementasi
Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di lapangan. Sedangkan untuk
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proses administrasi, rapat dan presentasi Dokumen AMDAL itu di
dibebankan pada pemrakarsa.

P: Apakah dalam proses Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan
UKL-UPL juga memerlukan koordinasi atau kerjasama dengan dinas
instansi lainnya?

I : Perlu sekali, khususnya dalam hal proses penilaian dokumen tersebut
apakah layak atau tidak terhadap lingkungan, misalnya dengan
instansi PU terkait kesesuaian tata ruang atau tidak, selain koordinasi
antar dinas di ;\abupaten Barito Tuuu.l' Jdga dlpeﬂu.m:ul koordinasi
dengan kabupaten lainnya bahkan ke provinsi/ pusat, karena
terkendala dengan dana, maka untuk koordinasi sering dilakukan via
telpon dan email. Banyak hal yang perlu dikoordinasikan, yaitu
masalah seperti terkait peraturan-peraturan yang baru keluar,
penelaahan yang lebih mendalam terkait isi dari peraturan, yang
sering membingungkan contohnya : penentuan substansi jenis usaha
dengan luasan apakah wajib AMDAL atau hanya UKL-UPL,
ataupun ketika terjadi konflik kepentingan antara masyarakat dengan
pelaku usaha/ pihak perusahaan, selain itu jika posisi perusahaan
yang berada di 2 wilayah Kabupaten maka wewenang pengurusan
Izin Lingkungan berada di Provinsi tapi tetap perlu saling koordinasi
antar wilayah yang kena dampak. Selain itu juga untuk Dokumen
AMDAL diperlukan penilaian oleh TIM Teknis dan TIM Sekretariat

wrram e e v

yaiig di 5K oieh Kadis DLH selaku Ketua KPA Yaiig ermidt di PP
RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Permenl.H
RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan, yang anggotanya berasal dari bidang maupun instansi
lainya, serta pemeriksaan secara substantif untuk formulir dan
dokumen UKL-UPL, sesuai dengan jenis usaha yang diajukan oleh
pihak pemrakarsa (contohnya : Dinas Kesehatan, Dinas
Pertambangan, Dinas Pertanian, dii).

h. Efektivitas

AT A T

P : Apakah menurut lou peiayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup efektif?

I : Secara administrasi sudah efektif.

P : Kalau ya, apakah masih bisa ditingkatkan lagi?

I : Bisa ditingkatkan lagi, yaitu dengan didukung sarana dan prasarana
seperti ruang penilaian/pemeriksaan dokumen, aula rapat presentasi
AMDAL dan UKL-UPL, Labaratorium, serta ruang penyimpanan
dokumen.

P : Apakah ada upaya-upaya dalam peningkatan pelayanan supaya lebih
efisien dan efektif?

I . Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu dengan menyusun Kegiatan
dan program, untuk pembuatan Perbup baru, dimana masih dalam
bentuk draf dan termuat pada Renja Tahun 2019.
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P: Selain fakior penghambat, faktor-faktor apa saja yang dapat
mendukung proses pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup?

1 : Kelengkapan dokumen, data-data pendukung pelaku usaha, sehingga
dokumen dapat diverifikasi

P : Berdasarkan data dan tabel yang telah diolah dapat terlihat masih
banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki Izin Lingkungan,
Menurut Ibu apa yang menjadi permasalahan dan penyebabnya?

I : Hal ierscbut karena dari pihak perusahaan sendiri yang tidak
mengurus, karena berhenti di dokumen KA (Kerangka Acuan)
ANDAL, bisa terkait masalah biaya pembuatan dokumen dengan
pihak konsultan, ataupun ada konflik intern dalam perusahaan itu
sendiri, sehingga tidak diteruskan.

P : Apakah setiap pelaku usaha sudah mengetahui prosedur dan
persyaratan dalam pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL?

I : Tidak semua. Belum adanya angaran dan kegiatan untuk sosialisasi,

seperti Klinik rawat inap, bengkel, hotel, masih banyak belum

mengurus Izin Lingkungan.

Apa saia yang menjadi dasar hukum dalam preses pelayanan Izin

Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?

[ : Dasar Hukum Peraturan UU RI Nomor 32 Tahun 2009, PP RI
Nomor 27 Tahun 2012, PermenlLH RI Nomor 08 Tahun 2013,
PermenLH RI Nomor 05 Tahun 2012, PermenLH RI Nomor 17
Tahun 2012.

P : Bagaimana bagan alur mekanisme dan tata cara pengajuan dan
penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?

[ : Untuk bagan/ alir mekanisme ada termuat pada PermenLH RI
Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan 1zin
Lingkungan, Lampiran 1, Halaman 11 sampai 13.

P : Persiapan apakah yang harus dan perlu disediakan para pelaku usaha

untuk persiapan pengurusan sampai keluar 1zin Lingkungan?

Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan

bagan/ alir mekanisme ada termuat pada PermenlLH RI Nomor 08

Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan

Dokumen Lingkungan Hidup serta Pencrbitan Izin Lingkungan,

Lampiran 1, Halaman 11 sampai 13.

P : Apa target dan Standard Operational Procedure (SOP) yang akan
dibuat untuk menunjang Dokumen AMDAL dan UKL-UPL dapat
diterapkan dengan baik di lapangan?

I : Untuk SOP sudah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 yang termuat di berkas
Lisensi ditandangani oleh Kadis selaku Ketua KPA yang berlaku
selama 3 tahun atau pada Berkas KPA.

P : Apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas
pelayanan Jzin Lingkungan Dokumen AMDALdan UKL-UPL?

b=
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I : Kenyamanan dalam bekerja, sarana-prasarana lengkap, antara lain
meningkatkan kemampuan SDM,

P : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan Izin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?

I : Sesuat dengan PermenLH Rl Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata
Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidun
serta Penerbitan Izin Lingkungan, dibutuhkan waktu paling lama 125
hari sampai keluamya Izin Lingkungan. Tidak butuh lama, dengan
syarat data lengkap termuat pada Dokumen AMDAL dan
pelaksanaan sesuai dengan tata laksana pada peraturan, maka
keluarnya Izin Lingkungan cenderung lebih cepat.

¢. Pelayanan Publik

P : Bagaimana dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal
pengembangan SDM untuk meningkatkan mutu pelayanan publik?

[ : Sangat mendukung, tapi terkendala pada dana, sehingga banyaknya
pelatihan terkait AMDAL yang tidak terikuti pada tahun anggaran
2018, hanya pada tahun 2017 ada mengirimkan 5 personil untuk
mengikuti pelatihan AMDAL di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan
Tengah. Kalau tahun-tahun sebelumnya bahkan ke luar pulau yaitu
pelatihan AMDAL yang dilaksanakan oleh UGM (Universitas Gajah
Mada) di Yogyakarta.

P : Apa saja faktor penghambatnya dalam proses pelayanan Izin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup, serta cara mengatasinya?

I : -Belum adanya Perbup. UKL-UPL untuk penetapan daftar/ jenis
usaha /rencana kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL di
Kabupaten Barito Timur;

- Terkendala dana untuk pelatihan SDM terkait dengan peraturan
Kajian Dampak Lingkungan.

P : Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam
pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?

I : - Masih kurang contohnya : Hotel, bengkel, dll.

- Kurangnya sosialisasi, terbukti masih banyaknya komplain
masyarakat mengenai dokumen lingkungan.

- Tidak adanya sanksi (Peraturan penerapan sanksi PermenLHK

Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi

Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

P : Bagaimana dengan target pencapaian pelayanan publik terhadap
pelaku usaha untuk mengurus Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL?

I : Seharusnya, memang ada target tahun ini 2018 dengan
dikeluarkanya Perbup, tetapi walaupun belum ada Perbup, Peraturan
Menteri juga bisa dilaksanakan untuk diberlakukannya pengurusan
Izin Lingkungan dan turunannya pada jenis usaha yang lebih kecil
tetapt juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti hotel dan
bengkel, dll.

P : Bagaimana ketersedian terhadap fasilitas sarana-prasarana pelayanan
publik Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?
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I : -Sudah ada tersedia aula atau ruang rapat, tetapi kurang besar
terutama jika dilaksanakan presentasi AMDAL yang banyak
mengundang masyarakat, LSM, dinas instansi terkait, aparatur
desa, kecamatan, Tim teknis dan Sektretariat AMDAL, dll;

- LCD belum ada masih meminjam oleh hilang;

- Ganset jika ada pemadaman listrik;

- Meja dan kursi rapat;

- Tempat penyimpanan dokumen belum ada, sementara ini
menggunakan tempat garasi mobil dinas Kadis DLH.

- Ruang tunggu pengajuan dan penilaian Dokumen AMDAL, untuk
proses perijinan.
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UPL ini dapat memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha?

:  Sudah syah, legal untuk melanjutkan ke Izin usaha

P : Apakah pengenaan biaya/tarif pelayanan sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangannya?

I : Sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang termuat di
PermenLH RI Nomeor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana
Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta
Penerbitan Izin Lingkungan, pada BAB IV Pendanaan, pasal 30 s/d
32 dan bahwa segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan hasil
kesepakatan bersama.

Terima Kasih banyak 1ou, Saya rasa cukup sampai disini dulu, atas
waktunya dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk
penelitian, Saya mengucapkan banyak terima kasih.

I : Sama-sama Ibu Dewi, Tuhan Memberkati.
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FEKTIVITAS PELAYANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Han Kamis, Tanggal 13 September 2018

Metode Wawancara : (Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Lingkungan,
Kepala Seksi dan Pelaksana)
A. Identitas Nara Sumber/ Informan 3 (WI3,Vr)

Nama 1 Veralita, S. Hut
Jenis Kelamin :  Perempuan
Usia : 37 Tahun
Jabatan :  Kasi. Kajian Dampak Lingkungan DLH
Kabupaten Barito Timur
Pendidikan Terakhir : 81 kehutanan
B. Percakapan Terkait Kebijakan Pemerintah, Efektivitas dan Pelayanan
Publik

P : Selamat Siang Bu Vera

1 : Selamat Siang juga Bu Dewi

P : Terkait dengan penelitian Saya tentang Efektivitas pelayanan di
Dinas, ada beberapa hal yang ingin Saya ketahui lebih dalam lagi.

[ : Baikiah, silahkan Bu Dew:

P : Maaf, sebelumnya Ibu, walaupun untuk ukuran jabatan Kita tidak
sebagai pembuat kebijakan, tetapi Kita minimal tahu situasi dan
kondisi di Dinas/Instasi Kita?

I : Benar sekali Bu.

P: Yang ingin Saya tanyakan, apa saja bentuk dukungan dan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah terkait implementasi peraturan dan
perundang-undangan yang mengatur masalah perijinan lingkungan?

I : Untuk masalah tersebut, yang Saya ketahui adalah masih belum
adanya Peraturan Bupati sebagai substansi dasar untuk mengatur
tentang rencana data jenis usaha, yang wajib untuk UKL-UPL,
sedangkan untuk penilaian Dokumen AMDAL Kita diwajibkan
mengikuti aturan pusat baik itu dari UU RI No.32 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampai dengan
turunannya dan PP atau Peraturan Pemerintah lainnya. Sedangkan
untuk bentuk dukungan yang diperlukan yaitu berupa dana di
anggaran DLH, seperti kegiatan pengawasan serta verifikasi dan
implementasi Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di lapangan.

P: Apakah dalam proses Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan
UKL-UPL juga memerlukan koordinasi atau kerjasama dengan dinas
instansi lainnya?
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I : Perlu sekali, diperlukan koordinasi terutama untuk Dokumen
AMDAL diperiukan penilaian oleh TIM Teknis dan TIM Sekretariat
yang di SK oleh Kadis DLH selaku Ketua KPA yang termuat di PP
RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Permenl.H
RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan lIzin
Lingkungan, yang anggotanya berasal dari bidang maupun instansi
lainya, serta pemeriksaan secara substantif untuk formulir dan
dokumen UKL-UPL, sesuai dengan jenis usaha yang diajukan oleh
pihak pemrakarsa (contohnya : Dinas Keschatan, Dinas
Pertambangan, Dinas Pertanian, dil).

b. Efektivitas

P : Apakah menurut Ibu pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup efektif?

I : Secara administrasi sudah efektif.

P : Kalau ya, apakah masih bisa ditingkatkan lagi upaya-upaya dalam
peningkatan pelayanan supaya lebih efisien dan efektif?

I : Bisa ditingkatkan lagi, yaitu dengan didukung sarana dan prasarana

seperti ruang penilaian/pemeriksaan dokumen, aula rapat presentasi

AMDAL dan UKL-UPL, Labaratorium, serta ruang penyimpanan

dokumen.

Selain faktor penghambat, faktor-faktor apa saja yang dapat

mendukung proses pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL

dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup?

I : Seperti yang telah Saya ungkapkan di atas, yaitu dani faktor SDM
dimana perlunya mengikuti pelatihan AMDAL, AMDAL A untuk
Dasar, AMDAL B untuk Penyusunan, dan AMDAL C untuk
Peniiaian,

P . Berdasarkan data dan tabel yang telah diolah dapat terlihat masih
banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki Izin Lingkungan,
Menurut Ibu apa yang menjadi permasalahan dan penyebabnya?

[ : Biasanya perusahaan tidak beroperasi atau stagnan, sehingga baru
sampai KA (Kerangka Acuan) ANDAL yang hanya berlaku selama
3 Tahun dan jika lewat pihak perusahaan/pemrakarsa wajib membuat
ulang dokumen. Sedangkan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang
Lingkungan yang termuat pada BAB IX Ketentuan Penutup, Pasal
73 yang tertulis “Dokumen Lingkungan yang telah mendapat
persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah in,
dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin
Lingkungan”

P . Apakah setiap peiaku usaha sudah mengetahui prosedur dan
persyaratan dalam pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL?

I : Tidak semua. Belum adanya angaran dan kegiatan untuk sosialisasi,
seperti Klinik rawat inap, bengkel, hotel, masih banyak belum
megurus Izin Lingkungan.

i~
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P : Apa saja yang menjadi dasar hukum dalam proses pelayanan Izin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?

I : Dasar Hukum Peraturan UU RI Nomor 32 Tahun 2009, PP RI
Nomor 27 Tahun 2012, PermenLH RI Nomor 08 Tahun 2013,
PermenLH RI Nomor 05 Tahun 2012, PermenLH RI Nomor 17
Tahun 2012.

P . Bagaimana bagan alur mekanisme dan tata cara pengajuan dan
penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?

I : Untuk bagan/ alir mekanisme ada termuat pada PermenLH RI
Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan, Lampiran 1, Halaman 11 sampai 13.

P . Persiapan apakah yang harus dan perlu disediakan para pelaku usaha
untuk persiapan pengurusan sampai keluar {zin Lingkungan?

I : Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan antara lain :

- Permohonan arahan kajian teknis (dalam bentuk koordinasi dan
konsultasi);

- Untuk Dokumen AMDAL dan UKL-UPL, membuat dokumen
Lingkungan (AMDAL) bisa dibantu oleh pihak ke-3 atau
konsultan, LPJP (Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan)/ perorangan
yang bersertifikasi;

- Presentasi/ mengajukan permohonan  penilaian  Dokumen
(AMDAL-KA. ANDAL);

- Keluamya persetujuan, apabila telah disetujui oleh Kadis sekaligus
Ketua KPA (Komisi Pentlai AMDAL);

- Penyusunan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL;

- Pengajuan Penilaian oleh Pemrakarsa;

- Jika tidak disetujui, maka dokumen ditolak (Tidak) dan jika
disetujui {Ya) oleh Ketua KPA maka dikeluarkan rekomendasi;

- Mengeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)

- Terakhir dikeluarkan 1zin Lingkungan oleh Kepala Daerah.

P : Apa target dan (SOP) Standard Operational Prosedure yang akan
dibuat untuk menunjang Dokumen AMDAL dan UKL-UPL dapat
diterapkan dengan baik di lapangan?

I : Untuk SOP sudah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 yang termuat di berkas
Lisensi ditandangani oleh Kadis selaku Ketua KPA yang berlaku
selama 3 tahun atau pada Berkas KPA.

P : Apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas
pelayanan 1zin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?

[ : Antara lain meningkatkan kemampuan SDM, dari pihak pemrakarsa
atau pelaku usaha untuk dapat memberi data yang solid, bekerja
sesuai dengan SOP yang telah dibuat.

P : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan Izin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?

1 : Tidak butuh lama, dengan syarat data lengkap termuat pada
Dokumen AMDAL dan pelaksanaan sesuai dengan tata laksana pada
peraturan, maka keluarnya Izin Lingkungan cenderung lebih cepat.
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Pada bagan/alir pengurusan proses izin lingkungan paling lama
adalah 125 hari.

P : Jadi, rata-rata yang mengurus tidak ada yang melewati dari
ketentuan?

I : Tidak, karena setiap dokumen yang masuk harus cepat diproses
sesuai prosedur, sehingga rata-rata yang mengurus Izin Lingkungan
Dokumen AMDAL dan UKL-UPL hanya memerlukan 3 bulan
sudah keluar, bahkan paling cepat bisa 2 bulan.

P : Cepat juga Bu ya prosesnya?

I : Benar sekali karena adanya Tim-tim yang telah dibentuk, baik itu
dari Tim sekretariat, Tim KPA (Komisis Penilai AMDAL) serta ada
3 orang staf di seksi Saya, dimana | orang yang berstatus PNS dan 2
orang masih Honorer.

P : Berarti dengan 3 orang personil/ atau staf di seksi Ibu Vera yang
menangani seksi Kajian Dampak Lingkungan, sekaligus mengurus
pelayanan perijinan sudah dianggap cukup Bu?

[ : Tidak masalah Bu, karena adanya tim sekeretariat lagi yang terdiri
dari lintas seksi bahkan lintas bidang, yang nantinya membantu
dalam proses pelayanan administrasi.

¢. Pelayanan Publik

P : Bagaimana dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal
pengembangan SDM untuk meningkatkan mutu pelayanan publik?

I : Terkendala pada dana, sehingga banyaknya pelatthan terkait
AMDAL yang tidak terikuti.

P : Apa saja faktor penghambatnya dalam proses pelayanan Izin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup, serta cara mengatasinya?

[ : Belum adanya Peraturan Bupati terkait UKL-UPL untuk penetapan

daftar/ jenis usaha /rencana kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-
UPL di Kabupaten Barito Timur serta masalah dana untuk
pelatihan SDM.

P : Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam
pengurusan [zin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL?

1 : Masih kurang, masih banyak pelaku usaha, dimana usahanya
memiliki dampak terhadap lingkungan tetapi belum mengurus ijin
lingkungan.

P : Apa yang menjadi penyebab permasalah di atas, menurut Ibu?
Kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup serta penerapan
sanksi kepada pelaku usaha agar mengurus Izin Lingkungan.
(Peraturan penecrapan sanksi PermenLHK Nomor 02 tahun 2013
Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,

P : Bagaimana dengan target pencapaian pelayanan publik terhadap
pelaku usaha untuk mengurus [zin Lingkungan Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL?

I . Seharusnya, memang ada target tahun ini 2018 dengan
dikeluarkanya Perbup, tetapi walaupun belum ada Perbup, Peraturan
Menteri juga bisa dilaksanakan untuk diberlakukannya pengurusan
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dan sankst mengurus Izin Lingkungan dan turunannya pada jenis
usaha yang lebih kecil tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan,
seperti hotel dan bengkel, dil.

P : Apakah produk dari Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-

UPL ini dapat memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha?

: lya, sebagai dasar bagi pelaku usaha untuk mengurus Izin Usaha.

P : Apakah pengenaan biaya/tarif pelayanan sudah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangannya?

Sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang termuat di

PermenLH RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana

Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta

Penerbitan Izin Lingkungan, pada BAB 1V Pendanaan, pasal 30 s/d

32.

P : Teriina kasih Ibu Vera, atas waktunya dalam memberikan informasi
yang diperlukan untuk penelitian, Saya mengucapkan banyak terima
kasih.

I : Sama-sama Ibu Dewi.

—

——
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FEKTIVITAS PELAYANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari Selasa, Tanggal 18 September 2018

Metode Wawancara : (Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Lingkungan,
Kepala Seksi dan Pelaksana)
A. Identitas Nara Sumber/ Informan 4 (WI4,ER)

Nama :  Erwin Raharjo, ST, MT
Jenis Kelamin :  Laki-laki
Usia : 30 Tahun
Jabatan :  Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan
DLH Kabupaten Barito Timur
Pendidikan Terakhir : 82 Lingkungan
B. Percakapan Terkait Efektivitas dan Pelayanan Publik
P :  Selamat Siang saudara Erwin.
I :  Selamat Siang Bu
P :  Mohon izin waktunya sebentar saudara Erwin, terkait penelitian

Saya tentang pelayanan pengurusan perijinan, dimana Saudara
Erwin sebagai staf pelaksana yang selama ini bersentuhan langsung
dalam proses administrasi dokumen lingkungan, suka dukanya?

I : Kalau Saya Ibu, sebagai staf di Seksi Kajian Dampak Lingkungan
ada 3 orang, yaitu Saya sendiri yang PNS, sedangkan 2 orang lagi
masih honorer, teiapi walaupun masih honorer, masalah pekerjaan
mereka tidak diragukan lagi.

P : Baiklah saudara Erwin, apa yang menjadi tugas dan kewajiban
sebagal seorang staf yang menjadi ujung tombak dalam
memberikan pelayanan, terutama dalam hal administrasi pelayanan
perijinan dokumen lingkungan di Bidang Tata Lingkungan ini?

I : Kalau kami Bu, bekerja itu sesuai dengan instruksi yang di atas dan
kami siap untuk melaksanakannya, asalkan sesuai dengan aturan
yang berlaku.

P : Apakah menurut saudara Erwin ada Faktor-faktor yang

menghambat dalam proses pelayanan untuk pengurusan Ijin
Lingkungan Dokymen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup selama ini?

I : Menurut Saya pelayanan perijinan di DLH sudah cukup efektif,
dapat dilihat pada Jog book serta bagan/ alur pengurusan perijinan,
namun biasanya kendalanya yang sering terjadi adalah pada waktu
penyusunan dokumen yang dilakukan oleh tim ahli atau tim

konsultan yang khusus untuk membantu pihak pemrakarsa/ pelaku
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usaha, yang agak lama dan sering memakan waktu. Tetapi,
semuanya dapat diatasi selama proses penilaian Dokumen AMDAL
tetap berjalan, pihak pemrakarsa/pelaku usaha tetap memenuhi
kelengkapan dokumen serta kajian lingkungan yang diperlukan.

P : Menurut Saudara Faktor-faktor apa saja yang mendukung Saudara
dalam melaksanakan tugas pelayanan perijinan di DLH?

I :  Menurut Saya adalah arahan yang jelas dari atasan, sikap yang
kooperatif dari para pelaku usaha dan pihak konsultan untuk

Pevy ey P Aml-. ARMATYAT domw TTFT TT7 Airilas Aa
mcinoeTikdn QOKUiicii anl..lJﬂL Jaul Ui, U.I.‘L u.lll.l..l.h Qinidai aan

diverifikasi di Tim sekretariat, data-data dan kelengkapan
administrasi lengkap, serta keperluan lainnya terutama ATK dan
fasilitas seperti Laptop, Printer dapat berfungsi dengan baik ketika
digunakan.

P : Apa yang perlu dilakukan oleh Saudara untuk meningkatkan
kualitas mutu pelayanan perijinan serta dukungan dari DLH?

I : Sebaiknya pegawai diberikan diklat/bimtek untuk memahami
proses AMDAL dan UKL-UPL, selain itu pegawai juga wajib
membaca peraturan mengenai proses AMDAL dan UKL-UPL.

P : Kalau Saudara Erwin apakah sudah pemah mengikut pelatihan
AMDAL?

[ : Sudah Bu, AMDAL A dan C, tetapi staf yang honorernya belum
pemah Bu, walaupun demikian mereka juga memahami prosesnya

T B vy ] e e e

P . Fasilitas apa saja yang menurut Saudara perlu disediakan di Dinas
Lingkungan Hidup terkait dalam memberikan layanan perijinan?
I : Tambahan sarana dan prasarananya Bu, seperti ruang tunggu, meja

dan kursi. Tetapi selama ini masih teratasi karena yang mengurus
{zin Lingkungan tidak setiap han yang datang dan tidak dalam
jumlah banyak Bu.

P : Hal-hal apa saja yang sering terjadi sehingga proses pelayanan
administrasi dokumen AMDAL dan UKL-UPL bisa terhambat?

[ : Memerlukan waktu yang agak lama itu pada waktu menunggu dari
pihak pemrakarsa diwakili oleh tim konsultan, pada saat
penyusunan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL, setelah itu ada
dokumen perbaikan, sampai pada dokumen final yang menjadi
dasar penerbitan 1zin Lingkungan, sehingga waktu yang diperlukan
untuk penerbitan Izin Lingkungannya menjadi agak lama.

P : Jadi, menurut Saudara, apakah proses pelayanan terasa lama,
panjang dan berbelit-belit Pak?
i Tidak, itu ETganiung pada 1{63131531"1 adminisirasi DoKiinéii

AMDAL dan UKL-UPL yang akan dinilai, dan disitulah tugas
Kami sebagai pelaksana dan petugas di pelayanan publik, yang siap
membantu dalam proses administrasi dan memberikan informasi
sehingga semuanya dapat berjalan beriringan dan dapat
terselesaikan dengan baik.

P : Berarti untuk proses pelayanannya apakah sudah sesuai dengan
prosedur yang berlaku dan sudah sesuai tahapannya.
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I : Benar, DLH sudah melayani semaksimal mungkin dan sudah
sesuai dengan prosedur.

P : Apa saja yang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
efektivitas pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDALdan
UKL-UPL?

I : Mengingat peraturan dapat berubah-ubah maka diharapkan kepada
para pelaku usaha agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi
terlebih dahulu jika akan melakukan/memproses Izin Lingkungan.

P : Terus bagaimana dengan proses pelayanan perijinan Dokumen
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup? Apakah ada
perbedaan ataupun perubahan setiap tahunnya?

I : Tergantung dengan peraturan dan pusat, sekarang ada baru keluar
peraturan baru dengan sistem OSS (Online Single Submission),
yaitu Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang
terdapat pada Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik.

P :  Apakah sudah mulai diterapkan?

:  Belum Bu, karena dari pusat dan provinsi belum ada sosialisasi,
jadi di dacrah masih menggunakan prosedur yang lama.

P : Baiklah, Saudara Erwin terima kasih atas waktunya, cukup sekian
dulu yang ingin Saya tanyakan

—_
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EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIJINAN (DOKUMEN AMDAL DAN
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sumber Penilaian : (Pelaku Usaha Perusahaan Perkebunan Kelapa
Sawit di Wilayah Kabupaten Barito Timiur yang wajib mengurus
Dokumen AMDAL dan UKL-UPL
Hari Kamis, Tanggal 20 September 2018

A. Identitas Nara Sumber /Informan § (WI5,HS)

Nama :  Herbert Siahaan
Jenis Kelamin :  Laki-laki
Usia : 34 Tahun
Jabatan :  EHS Staf
Pendidikan Terakhir : 81 Kimia
Perusa haan :  PT. Sawit Graha Manunggal (SGM)
B. Percakapan Terkait Efektivitas dan Pelayanan Publik
P : Selamat Siang Pak..
I : Seiamat Siang Bu
P : Mohon izin waktunya sebentar Pak, terkait penelitian Saya tentang

pelayanan pengurusan perijinan, dimana berdasarkan data yang ada di
DLH, PT SGM pada bulan Maret Tahun 2017 ada mengajukan
Dokumen AMDAL untuk memperoleh [zin Lingkungan?

[ : Benar sekali lbu, dan Saya sendiri yang dipercayakan oleh pihak
perusahaan yang mengurus ke DLH.

P : Baiklah Pak, yang perlu Saya ketahui adalah sebelumnya Bapak sudah
mengetahui  prosedur dan persyaratan dalam pengurusan [jin
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Timur?

I : Belum mengetahui Bu, terkait dengan masa kerja Saya yang baru 1
Tahun di PT. SGM, tetapi hal itu tidak menjadi masalah Bu, setelah
Kami dari PT. SGM menghadap langsung ke Kabid AMDAL..

bidangnya AMDAL.

I : Haha..Benar Bu, sama Ibu Yuli dengan Ibu Veralita kasinya, Kami
mendapatkan penjelasan, apa-apa saja persyaratan maupun prosedural
yang harus dipenuhi pihak perusahaan untuk melengkapi pengajuan
Dokumen AMDAL.

P : Sebelumnya, apakah Bapak pemah mengurus Izin Lingkungan di
daerah atau di kabupaten lainnya?

I : Pemah Bu di wilayah Sumatera, tidak ada perbedaan prosedural
pengurusan, hanya berbeda nama pengajuan kegiatan saja, dimana
Kami pada tahun 2017 tersebut mengurus Addendum AMDAL, terkait
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ada penambahan kegiatan baru yaitu Pembangunan Perkebunan dan
pabrik Kelapa Sawit (Kegiatan Biogas, Komposting dan Wafer
Reservior).

P : Apakah menurut Bapak ada Faktor-faktor yang menghambat dalam
memenuhi peryaratan untuk pengurusan ljin Lingkungan Dokumen
AMDAL, dan UK1-UPIL, di Dinas Lingkungan Hidup, Pak?

[ : Dalam pengurusan Addendum AMDAL tempo hari tidak ada Bu, faktor
yang menghambat pengurusan, karena dari pihak perusaaan, walaupun
Saya sendini masih terhitung baru di PT. SGM, tetapi dengan dibantu
pihak konsultan dalam menyiapkan dokumen maupun persyaratan
seperti pengisian formulir-formulirnya, maupun dari kesiapan pihak
dinas dalam memfasilitasi setiap kegiatan, Kami menjadi iebih
dimudahkan dalam pengurusan dokumen.

P : Menurut Bapak Faktor-faktor apa saja yang mendukung Bapak dalam
memenuhi peryaratan untuk pengurusan ljin Lingkungan Dokumen
Addendum AMDAL kemaren Pak?

I : Apaya..? Kalau menurut Saya, yang terpenting itu faktor SDM, baik
itu dari pihak konsultan maupun SDM di Dinas, selain itu ketersedian
sarana-prasarana, serta dana juga Bu,haha....

P : Haha.... Benar sekali Pak, kalau proses pelayanannya Pak, bagaimana?

I : Maksud Ibu?

P : Maksudnya, apakah proses pelayanan apakah terasa lama, panjang dan
berbelit-belit Pak?

I : Proses pelayanan Saya rasa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku
dan sudah sesuai tahapannya.

P : Apakah persyaratan-persyaratan administrasi mudah dipahami dan
dilengkapi Pak?

I : Iya Bu, prosesnya jadi mudah dipahami dan dilaksanakan karena
sebelumnya sudah dijelaskan oleh petugas yang terkait dengan baik.

P : Masih ingat Pak sama petugasnya?

[ : Iya sama Pak Erwin dan Pak Pazli, beliau berdua yang langsung
mengurus dan menyerahkan lembar-lembar formulir dan menjelaskan
apa-apa saja persyaratannya, selain yang sudah disampaikan sama Ibu
kasinya, Ibu Vera.

P : Apakah wakiu yang dibutuhkan Bapak kemaren pada saat mengurus
Dokumen AMDAL sampai keluarnya izin lingkungan sudah sesuai
harapati?

I : Sudah sesuai Bu, dari masa ekpose ke publik/masyarakat sampai
keluarnya izin kira-kira memakan waktu 3 bulan.

P : Terkait dengan biaya pengurusannya bagaimana Pak?

Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Atau ada yang
berlebihan?

I : Untuk pengurusan Izinnya tidak dipungut biaya Bu, hanya saja selama
proses perijinan, pembuatan dokumen AMDAL, sosialisasi ke
masyarakat, uji publik dan biaya makan-minum rapat dan uang
transport itu semua ditanggung oleh pthak pemrakarsa.
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P : Menurut Bapak apakah produk dan I[jin Lingkungan Dokumen
AMDAL seperti yang telah Bapak urus dapat memberi kepastlan
hukum bagi para pelaku usaha?

[ : Tentu, karena telah ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dan
Bupati Barito Timur sebagai pemegang otoritas di Barito Timur.

P : Apa saran Bapak untuk perbaikan pelayanan pengurusan perijinan di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bartim?

I : Menurut Saya, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup segera memiliki
Laboraturium Pengujian baik udara, air dan tanah yang terakreditasi
seperti di Jawa, yaitu KAN (Komite Akreditasi Nasional), lumayan Bu,
kalau laboraturium tersedia di sini selain waktu maupun biaya juga
dapat iebih hemat,

P : Fasilitas-fasilitas apa saja, menurut Bapak yang diperlukan agar
mendukung kenyamanan dalam proses pengurusan Ijin Lingkungan di
Dinas Lingkungan Hidup?

I : Seperti yang telah Saya sebutkan di atas Bu, masalah Lab itu sangat
penting karena kemaren Kami wuntuk hasil lab, harus mengirim ke
Jawa, lumayan Bu, kalau lab tersedia disini selain waktu maupun biaya
juga dapat lebih hemat, kalau fasilitas lainnya Bu, waktu di Sumatera,
maaf sebelumnya Bu, jadi membanding-bandingkan.

P : Tidak apa-apa Pak.

I : Seperti pengalaman Saya waktu mengurus di Dinas Lingkungannya

P : Maksud Bapak ada tersendiri ya?

I : Benar Bu, seperti di Kantor Perijinan, sudah ada petugas, ruang tunggu,
dan fasilitas lainnya.

P : Baiklah Pak, terima kasih banyak atas informasi dan kerja sama Bapak
dalam membantu Saya, dan nantinya kalau masih ada yang kurang atau
lupa Saya tanyakan, Saya mohon kembali bantuannya Pak.

I : Sama-sama Bu, siap Bu..Silahkan [bu hubungi Kami kembali.
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EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DOKUMEN
AMDAL DAN UKL-UPL DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sumber Penilaian : (Pelaku Usaha Perusahaan Batubara di Wilayah
Kabupaten Barito Timur yang wajib mengurus Dokumen AMDAL
dan UKL-UPL)

Hari Selasa, Tanggal 25 September 2018

A. Identitas Nara Sumber /Informan 6 (WI6,5n)

Nama . Sulaeman, S.HI,, M.H
JenisKelamin : Laki-laki

Usia : 37 Tahun

Jabatan :  Legal Departament Head
PendidikanTerakhir : 82 llmu Hukum

Perusahaan : PT. Senamas Energindo Mineral

C. Percakapan Terkait Efektivitas dan Pelayanan Publik
P : Selamat Siang Pak..

[ o O . T
Seiaindi ang jiuga ou

J -

P : Mohon izin waktunya sebentar Pak, terkait peneliian Saya yang
berjudul Efektivitas pelayanan pengurusan Izin Lingkungan, dimana
berdasarkan data yang ada di DLH, PT SEM pada bulan Januari Tahun
2018 ada mengajukan Dokumen AMDAL (Addendum) untuk
memperoleh Izin Lingkungan?

1 : Benar sekali Ibu, Izin lingkungan tersebut diperlukan karena ada
Kegiatan Penambahan Pit Tambang, sehingga Dokumen AMDAL yang
lama menjadi ada perubahan.

P : Iya Pak, dan Saya berterima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak
untuk menjadi informan atau sumber informasi dalam wawancara ini,
karena menurut keterangan dari Ibu Veralita, yaitu Kepala Seksi yang
mengurus bidang Dampak Lingkungan, bahwa Bapak yang
dipercayakan oleh PT. SEM untuk mengurus pengajuan Dokumen
AMDAL untuk dinilai sehinga layak memperoleh Izin Lingkungan.

[ : Benar Bu, Saya sendiri yang dipercayakan oleh pihak perusahaan yang
mengurus ke DLH dengan dibantu pihak konsultan.

P : Baiklah Pak, yang perlu Saya ketahui adalah sebelumnya, apakah
Bapak sudah mengetahui prosedur dan persyaratan dalam pengurusan
ljin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur?

I : Sudah Bu, karena sebelumnya di Perusahaan Tambang lain, Saya juga
pernah mengurus masalah Izin Lingkungan.
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P : Berdasarkan pengalaman Bapak yang pemah mengurus Izin

Lingkungan di daerah atau di kabupaten lainnya? Apakah ada

perbedaan

. Pemah Bu, ada perbedaan prosedural pengurusan.

P : Contohnya seperti apa Pak?

I : Perbedaannya oleh terkait keluarmnya peraturan yang baru Bu, Kalau
dulu Bu pengurusan hanya sampai Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan (SKKL) perusahaan sudah dapat mengurus [zin Usaha,

Irnla aalrnene o s o L o e nl adns ko el

ree wrnl- ilrn
raiail SChdlally lld.ll..l.b :m.lupm UU ulilicil lllld.l, aaa Ud.llyah. }JCan.Lhd.ll,

dikeluarkan rekomendasi untuk memperoleh SKKL dan jika telah
dinilai layak barulah keluar {zin Lingkungan.

P : Apakah yang Bapak rasakan selama proses pengurusan Dokumen
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup? Apa saran
Bapak/ Ibu untuk perbaikan pengurusan perijinan lingkungan di Dinas
Lingkungan Hidup?

I : Pengurusannya tidak terlalu rumit, Saran Saya adalah dalam

pelaksanaan sidang AMDAL dan UKL-UPL cukup hanya 2 kali sidang

(Sidang KA ANDAL dan sidang ANDAL), tidak usah ada sidang

perbaikan lagi.

Apakah menurut Bapak ada Faktor-faktor yang menghambat dalam

memenuhi peryaratan untuk pengurusan Ijin Lingkungan Dokumen

AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup, Pak?

1 : Dalam pengurusan Addendum AMDAL tempo hari tidak ada Bu

P : Menurut Bapak Faktor-faktor apa saja yang mendukung Bapak dalam
memenuhi peryaratan untuk pengurusan [jin Lingkungan Dokumen
Addendum AMDAL kemaren Pak?

. Faktor komunikasi Bu.

P : Maksudnya Pak?

:  Yaaa, faktor komunikasi yang paling penting, karena Kami sendiri dari
pihak Pemrakarsa atau PT. SEM lebih mudah bergerak dalam
pemenuhan data dan proses administrasi penilaian dokumen AMDAL,
dikarenakan petugas yang menangani cepat tanggap dalam memberikan
informasi terutama pada saat verifikasi dokumen AMDAL.

Kalau proses pelayanannya Pak, bagaimana?

Maksudnya Bu?

Maksudnya, apakah proses pelayanan apakah terasa lama, panjang dan

berbelit-belit Pak?

Tidak Bu.

Benar Pak?

Benar Bu, Proses pelayanan Saya rasa sudah sesual dengan prosedur

yang berlaku dan sudah sesuai tahapannya.

P : lya Pak, memang karena berdasarkan rekab data yang ada di Log book,
dapat Kita lihat proses perijinan hanya memakan waktu 2 bulan.

I : Benar Bu, karena dokumen yang Kami urus hanya Addendum, yaitu
adanya penambahan kegiatan baru, tapi tetap sesuai dengan peraturan,
harus juga diurus Izin Lingkungannya.

P : Berarti, untuk masalah persyaratan-persyaratan administrasi mudah

dinahami dan dtlengkam va Pak?
(hnaham

[

o

T
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I : Iya Bu, mudah dipahami, tetapi agak sulit untuk melengkapi sebagian
dokumen, misalnya Surat Keterangan Tata Ruang dan Hasil Uji Lab,

P : Sebenarnya sama saja Pak, hanya saja untuk Surat keterangan Tata
Ruang itu diperoleh dan Dinas PUPR, sedangkan untuk hasil Lab
karena Lab yang ada di Dinas Lingkungan belum terakreditasi, jadi
harus dari luar Pak.

I : Mudah-mudahan ke depannya ya Bu, lebih dimudahkan.

P : Benar Pak, semuanya selain terkendala dana, juga kurangnya SDM di
Lab Pak. Kalau untuk masalah waktu yang dibutuhkan Bapak kemaren
pada saat mengurus Dokumen AMDAL sampai keluamya izin
lingkungan, apakah sudah sesuai harapan?

I : Sudah Bu, karena dibutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan, hingga lzin
Lingkungannya keluar

P : Terkait dengan biaya pengurusannya bagaimana Pak?

Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Atau ada yang
berlebihan?

I : Sudah sesuai Bu, karena memang untuk pengurusan Izin terutama dari
beberapa tahapan kegiatan, seperti sosialisasi ke masyarakat, jasa
konsultan, presentasi dokumen, transportasi dan makan-minum rapat
sampai keluarnya izin semua ditanggung oleh pihak pemrakarsa dalam
hal ini PT. SEM sendiri.

P : dan menurut Bapak apakah produk dari Ijin Lingkungan Dokumen
AMDAL seperti yang telah Bapsk urus dapat memoeri xepastiai
hukum bagi para pelaku usaha?

[ : Tentu, karena telah ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dan
Bupati Barito Timur sebagai pemegang otoritas di Barito Timur.

P : Apa saran Bapak untuk perbaikan pelayanan pengurusan perijinan di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bartim?

I : Menurut Saya, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup segera memiliki
Laboratorium Pengujian baik udara, air dan tanah yang terakreditasi.

P : Fasilitas-fasilitas apa saja, menurut Bapak yang diperlukan agar
mendukung kenyamanan dalam proses pengurusan [jin Lingkungan di
Dinas Lingkungan Hidup?

1 : Fasilitas Laboratorium, selain itu ada ruang tunggu tersendiri khusus
untuk pengajuan dokumen, fasilitas AC, dan Wifi.

P : Benar Pak.
T . [ w0 PO OU VY o o [Py =r F e S S T : LI B TPy
I : Selain itu, seperti pengalaman Saya waktu mengurus di Dinas

Lingkungannya sudah tersedia ruang khusus pengajuan.

P : Maksud Bapak ada tersendiri ya?

1 : Benar Bu, seperti di Kantor Perijinan, sudah ada petugas, ruang tunggu,
dan fasilitas lainnya.

P : Baiklah Pak, terima kasih banyak atas informasi dan kerja sama Bapak
dalam membantu Saya, dan nantinya kalau masih ada yang kurang atau
lupa Saya tanyakan, Saya mohon kembali bantuannya Pak.

I : Sama-sama Bu, siap Bu..Silahkan Ibu hubungi Kami kembali.
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